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BAB 1

PENDABULUAN

Tansh adalah merupskan sarana pokok dsn mempunyai
artl yang sangat penting bagi kehidupan manusia, Hampir
dalam seluruh kegiatan hidupnya manusia memerlukan tanah
oobagal garana., Mulai dari keperluan untuk tempat pemu-
kiman, bercocok tanam sebagal upaya bagl mempercleh pa-
ngan, sampaipun pada akhir hayatnya, manusia masih tetap
nenerlukan tanah sebagal tempat jasadnya dikebumikan,

Seirama dengan perkembangan budi daya bangsa Indo-
nesgla untuk memajukan negara dan rakyatnya delam mencapai
sasaran pembangunan. nssional, sangat terasa pada akhire
akhir inj peningkatan kebutuhan akan penyediaan tanakh,
untuk menampung perkembangan perekonomian, sosial budaya,
serta ﬁidang tehnologi. Dalam Jumlah yang besar diperlu=-
kan penyediaan tanash untuk perkebunan, peternaken, lnduoe
tri, perkantoran, pemukiman, tempat hiburan, serta Jalan-
jalan sebagai garana perhubungan,

Sehubungan dengan hal di atas, makin bertambah pula
banyaknya tansh yang tersangkut dalam kegiatan tersebut,
pisalnya dalam jual beli, sewa nenyewa, jamiran hutang,
dan sebagainya, sehingga nakin terasa pula keperluan skan
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adanya jaminan kepastian huktum sehubungan dengan hak-hak
atas tenah tersebut.,

Untuk tervujudnya jaminan kepastian hukum tersebut,
maka pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, yang
diatur dalam PP no, 10 th. 1961, sebagai pelaksanaan dari
UU mo. 5 the 1961 pasal 19. Berdasarkan peraturan terge
but, ditetapkan bahwa pendaftaran tamnah diselenggarakan
oleh Direktorat Pendaftaran Tanah darl Direktorat Jenderal
Agrorioa, Departemen Dalam Hegeri. Adepun untuk melaksana~
kan peralihan hak tersebut, ditunjuk pejabat tersendiri di
luar lingkungan Direktorat Pendaftaran tanah, Dalem PP mo.
10 th. 1961 pasal 19, ditetapkan bahwa untuk setiap per—
janjian yang bermaksud momindahkan hak atas tanah, mengga~
daikan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas
tanah, serta meminjam uang dengan hak atas tamah sebagal
tanggungan, maka perjanjlian tersebut harus dibuktikan de~
ngan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT),

Pejabat pembuat akta tanah tersebut, diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri c.gqe. Direktur 5endera1 Agraric,
satu orang untuk setiap satu atau lebih daerak keco-
patan, Di nana untuk suatu daerah kecamatan belum di-
angkat seorang pejabat penbuat akta tanah, maka ccmat
yang mengepalal wilayah kecanaton tersebut untuk co-
mentara ditunjuk karena jabatannya sebagai pejabat
penbuat akta tanah,T

1Dopartemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria, Tuntur-n
» pribuat A nah, Yayasan Bina Sejahtora.
2 solan:jutnya disebut Depdagri), h. 8

Sakarte 10;
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Lebih lanjut dapat diuraikan di sini bahwa pejabat penbu=-

at akta tanah yang dinaksud adalah:

a, para camat, kepala kecamatan atau kepala wilayah yaug
setingkat dengan kecamatan ditetapkan sebagal PPAT
oementara (PMA no., 10 th. 1961 pasal 5); |

b. pejabat yang diangkat dengan Keputusan Henteri Dalan
Hogeri dengan ditentukan vwilayah kerjanya, dalan hal
ini misalnya notaris den lain-lain (PMA no. 10 th. 1961
yang diubah demgan SK Momdagri ro. SK 19/DDA/1971);

Ce pojabat dengan wewenang khusus untuk nenbuat akta pe
rindahan hak gunn usaha, dengan daerah kerja meliputi
goluruh vilayah Indonesia, yaitu pejabat tertentu dari
Direktorat Jenderal Agraria yang disngkat berdagarkan
SK Mentori Agraria nmo, SK/13/Depag/66, tanggal 20 Maret
1966,

Dari kotiga pejabat penbuat akta tansh tersebut,
canat PPAT mempunyal peluang serta potensi yang besar un~-
tuk pelakoanakan dan mevujudkan kepastian hukunm bagi para
penegang hak atas tanah di wilayahnya, karena di satu pi-
hak camat merupakan pejabat pembuat ckta tansh, sedangken
di lain pihak rmerupakan pimpinan tertinggl di wilayah ko=
canatar dalan fungsi pemerintamhan; dengan demikian camat
dapat nenjangkau lebih dekat kepada para varganya yeng
nenpunyal kepentingan hukum dalam tranockoi sehubungan
dengan hak-hak atas tanahnya, Dalam pelsksanaan PRONA,
nioalnya, maka dari ketiga FPPAT tersebut, camat merupakon
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PPAT yang langsung dilibatkan di dalamnya,

Berhadapan dengan masyarakat yang mendapat bantu=-
an dalam PRONA, yang diperkirakan merupaskan kelompok yang
sebagian besar belun memahami tentang masalah sertn mpok-
na hukum, meka camat. PPAT menyandang tanggung jawab yang
beear dalam menangani peristiwa tersebut. Juga terhadap
para kepala desa yang merupaskan organ di bawvahnya, yang
gering terlibat langsung dalam masalah jual bell tanah
antar warga desa yang avam hukum, dan sering pula melaku=-
kan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran da-
ri ketentuan yang ada (PP no. 10 th, 1961 pasal 43 dan 44),
naka dalem hal ini camat sebagai pejabat atasannya menmpu-
nyal wvewenang dan merupskan tanggung jawabnya untuk nenbo-
rikan pengertian yang benar kepada para warganya utamanya
kepada kepala desa yang bersangkutan, sehingga dapat di-
laksanakannya ketentuan yang sebenarnya yang berakibat
terjeninnya kepastian hukum bagi warga masyarakat yang

nempunyal hak-hek atas tanah.
Darli sudut pandangan sebagaimana uraian di atas,

maka dalam penulisan skripei ini akan diadakan pembahao-
an tentang peranan camat selaku PPAT,

2. Alasap Pemilihapn Judul
Judul yang dipilih ini bertolak dari kesimpulan

uraian pada sudb bab di atas, bahwa camat PPAT mempunyai
peran yang penting dalam mewujudkan Jaminan kepastian
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hukum, akan tetapi dilain pihsk juga dijumpai suatu segl
kerawanan; hal tersebut dapat diuraiksn sebagai berikut.

Salah satu segi tugas PPAT adalah mengujl kebenar-
an materi tentang subyek maupun obyek darl hak-hak atas
tanah yang akan dilaksanakan transaksinya, sehingga se-
tiap akta yang dibuat oleh PPAT sehubungan dengan peris-
tiva tersebut dapat dianggap telah mempunyai kebenaran
materiel maupun formil,

Apabila misalnya PPAT kurang cermat dalam menguji
kebenaran atas materi tersebut, atau kurang cermat dalam
melaksanakan tata cara pembuatan akta sebagaimana telah
ditetapkan; sedangkan dilain pihak untuk setiap akta yang
dibuat PPAT selalu dianggap benar, maka dalam hal ada ke-
kelirvan yang dibuat oleh PPAT akan membuahkan skta yang
formil sah menurut hulkum aken tetapl materiel tidak., Akan
terjaminkah kepastian hukum dalam peristiwa ini? Bahwa tu=
gas tersebut merupakan beban yang tidak ringan dan diper-
lukan tanggung jawab yang besar bagi para PPAT, lebih=le-
bih bagl para camat; yang karena berdasarkan ketentuan
dari PMA no. 10 th. 1961 pasal 3 dan 5, make camat karena
jabatannya diangkat seleku PPAT tanpa melalui ujian sebee
goimena PPAT lainnya. Hal ini berarti bahwa belum ada suatu
kriteria atau keharusan bagi camat PPAT untuk menguasai bi-
dang tugase, wewenang, dan tanggung jawabnya delam tingkat
penguasaan tertentu, sehingga diperkirakan masih mungkin
terjadl hal-hal yang tidak diinginkan.
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Adapun vilaysh yang dipillh adalash beberapa vila-
yeh kerja PPAT di Ketamadya Surabaya, karena selain men-~
batasi obyek penelltian juga mengingat keterbatasan ke-
manpusn serta tersedianya waktu penelitian. Kotamadya
Surabaya adalah merupakan kota yang cedang berkembang de-
ngan pesat, sohingga diperkirakan banyak sekall transek=-
of yang telah dilaksanakan sehubungan dengan beralihnya
status subyek maupun obyek hak-hak atas tanah.

Dengan kondisi permasalahan di atas, dalam batac=
batas tertentu, ingin diketahui bagaimana serta sejauh
neana peranan camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tenah da-
lan melaksanakan tugas, wewenang, serta kewajibannya de-
lan nelayani masyarakat yang memerlukan akta sebagai buk-
ti bahva telah dilakukannya transakei sshubungan dengan
hak-hak atas tanah di beberapa wilayah kerja PPAT di Kota-
nadya Surabaya.

Di samping hal tersebut, ingin pula diketahul ba=-
gaimana hubungan atau kerja sana dengen PPAT lainnya, ni-
salnya para notaris PPAT di EKotamadya Surabaya,

Hal tersebutlah yang mendorong saya untuk menulio
gkripsi dengan judul sebagaimana disebutkan di atas.

3« Bonlelaran JJudul
Berdasarkan uraisn dari sub 2 di atas, ncka dalen

penulisan skripsi ini dipilibh judul "Peranan camat solecku
PPAT dalam nmewujudkan jaminan kepastian hukum bagi pemilik
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hak-hak atas tanah di beberapa wilayah kerja PPAT Kotana-

dya Surabaya®.

Adapun penjelasan dari makeud kalimat tersebut so-
bagal berikut:

a, kata "peranan', berarti: hal mengambil hasiana; turut
serta mengambil basian5;

b, ""camat", yang dimaksudkan adalah kepala vilayah keca-
natan;

¢e kata "selaku”, berarti bertindek sebagal seee) dipilihe
nya peristilshan tersebut, karena camat sebetulnya ado-
lah jabatan dalam pemerintahan selaku kepala wilayah
kecamatan; akan tetapi di sisi laln dapat juga bertin-
dak gebasgal PPAT berdasarkan penetapan Menteri Dalan
Regeri c.q. Dirjen Agraria, sebagaimana diatur dalan
pasal 5 PMA mo, 10 th, 1961;

d, '"PPAT" adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Akta To=
nah, sebagaimena dimaksudkan dalam pasal 19 PP No. 10
th., 1961 dan PMA no., 10 th. 1961; ialah pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Dalam Hegeri c¢.q. Dir.Jen Agraria
untuk membuat akta perjanjian tentang peralihan hak ser-
ta perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan tansaksi

2Prof. Drs. S, Woyowasito den W.J.S. Poervodarminto,
Eprms Lengkap, Hasta, Jakarta, 1974, cot. II1I, he 125,

3. Moch. Nuh Miraza Cs, Kemun Ksatrya Vocabulary,
Perpustakaan Kesatria, Jakarta, 1972, cet. 7, h. 102,
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hak-hek atas tameh; | _ St N A BAYS

kata '"dalam", merupakan kata penghubung untuk predikat;

"metrujudkan kepastian hukum", kata-kata ini diambil dee
ri kata ke 2, 3, dan 4 dari rumusan passl 19 UU no, 5
the 1960; yang dimaksudkan di sini, khususnya dalan bi-
dang pertanahan, nmempunyal pengertian adanya kepastian
tentang adanya hek apa yang berada di atas tanah yang
bergsangkutan, siapa pemilik dari hak tersebut atsu sue
byeknya, batasan tentang tanahnya sendiri atau obyekmya,
kemudian hukum atau peraturan yang mengatur tentang ada-
nya hek serta kewajiban atas tanah tersebut, termasuk
dalam pengertian inl adalah tata cara peralihannya, juga
suatu kontinuitas kebljakan dalam pelaksanaan perundang-
undangan. tersebut;

kata "bagi", merupskan kata penghubung yang menunjuk pa-
da obyek;

“pemilik hek atas tanah", yang dimaksud ialah subyek hu-
kum dari hsk-hak atas tanah, yang berarti bukan saja pa-
ra pemilik tansh akan tetapli termasuk di dalamnya jalah
para pemegang hakehak lainnya, misalnya gadai, crediete
verband, HGB, HGU dsb,;

"di beberapa wilayah kerja PPAT Kotamadya Surabaya",
kata: di beberapa, menunjukkan bahwa tidak merupakan se-
luruh vilayeh kerja PPAT; sedangkan wlilayah kerja PPAT
itu sendiri mempunysi pengertian sebagaimana ditetapken
dalam pasal 1 dan 2 PMA no. 10 th. 1961, islah wilaych

PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



Skripsi

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

kecamatan atau wilayah yang dipersamakan dengan itu;
adapun wilayah yang dimaksudkan lalah kecamatan Tegal-
eari, Gubeng, Bubutan, Rungkut, Wonokromo, Sukelilo,
dan. Tandes; dari beberapa kecamatan tersebut diharapkan
dapat dipakal sebagal gambaran tentang keadaan di Kotae
nadya Surabaya pada wmummya,

Karena judul tersebut merupskan penyebutan dari isi
gerta inti penulisan dan sekaligus nerupaken batasan dalan
perbshasan, maka dalan skripsi inl titik berat pembabasan
hanyalah kepada peranan atau keikutsortaan camat solaku
PPAT dalam menganbil bagian sehubungan dengan peleksanenon
uoaha pemerintah untuk mevujudkan jaminan kepastian. hukun
bagi para pemilik hsk-hak atas tanah sebagainana dimeksud-
kan dalam pasal 2 ayat 2 utamsnya pada huruf ¢, dan pacal
19 UU no, 5 the 1960, di vilayah kecematan Tegalsari, Gu-
heng, Bubutan, Wonokromo, Rungkut, Sukollilo, dan Tandeo
yeng nerupakan sebagian dari 19 vilayah kerja PPAT di Kota-
nadya Surabaya.

ke Injuan Pepulisan
Dongan keterbatasan pengetshuan yang pada saat ini

dapat saj'a kuasai, balk yang berasal dari nateri perkulinh-
an gelama di Fakultas Bukum serta bahan pustoka yang dapat
saya baca dalam ilmu hukun unumnya serta bidang agrarin
khususnya; maka dengan penulisan ini dincksudken untuk do-
pat lebih mendalami masalsh di bidang agraria, utamanya
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"tentang peranan PPAT.

Diharapkan pula bahwa penulisan ini walaupun sangat
tidak memadai, kiranya dapat memberikan tambshan bahan pe-
ngotahuan tentang mesalah PPAT, serta diharapkan pula ada
suatu manfaat yang dapat dipetik oleh rekan mahasisva ser-
ta pembaca lainnyae.

he Motodologi
a. Sunber data.

Bahan-bahan tentang dasar hukun yang berleku sohu-
bungan dengan tugas, wewenang dan kewajiban PPAT diperoloh
dari perundang-undangan, peraturan pelaksanasn, serta pee
tunjuk kerja yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri
gerta Direktorat Jenderal Agraria. Juga dipakai peraturan
hukun:pada umupnya serta perundang-undangan lainnya sebe=-
gal bahan penunjang. Adapun. data tentang praktek pelaksa-
naannya diperoleh dari penelitian lapangan di beberapa vi-
layah kecamatan Kotamadya Surabaya.

be Pengumpulan behan dan data,

Untuk memperoleh bahan merta data diadskan gtudi
kepustakaan, dengan mempelajari literatur sehubungan de-
ngan nasalah PPAT, dasar hukum yang merupakan perundange
undengen serta peraturan lainnya sebagaimana disebﬁtkan
dalanm daftar bacaan. Juga berpegang pada materi perkuliche
an, utamanya yang membahas pokok permasalahan dalam kuliah

‘hukun agraria; sehingga dapat diperoleh gambaran serta po-
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gangan: secara 1lmiah dalam penyusunan skripsi ini, Mengade-
kan penelitian lapangan, sedapat mungkin mengamati praktek
pelakeanaan peraturan yang berlaku; mengadskan vawancarn
dengan para pejabat (PPAT}, juga pejabat lain yang berhu=-
bungan serta mengadakan wawancara dengan penilik hak-hok
atas tanah, Penelitian tersebut dilskukan di beberapa wilae

yah kecamatsn Kotamadya Surabaya.

¢y Analiga Bahan dan Datae
Dari bahan serta data yang diperoleh tersebut, di-
coba untuk menyimpulkan dengan membandingken antara teori

dan praktek pelsksanaannya di dalam masyarakat.

Agar penyajian ekripei inl dapat dijikuti serta die
pahami dengan baik, maka dlusahakan untuk menyusunnya da-
lam bentuk yang sistematis,

Uraian=-uraian dibagli dalam bab, sedangkan untuk so=~
tiap bad dibagi dalam subdb bab,

Bab I, merupzkan bab pendzhuluan yang nengemukakan
garie besar secara menyeluruh tentang peranan camat sele=
ku PPAT, metodologi yang dipaksl serta alat penyusunan
skripei; juga petunjuk pemahaman penulisen yang dinyataken
sebagel sistematika skripsi.

Bab II, beriel uraian tentang peraturan perundang=-
undangan yang berleku sebagal dasar hukum untuk membahas
peranan PPAT; bab ini dimaksudkan sebagai pegangsn untuk
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memperoleh landasan ilmiah dalam pembahasan masalah se-
lanjutnya.

Beb III, bab ini menguraikan tentang batasan ten-
tang pejabat pembuat akta tanah, pengangkatan serta pen=
berhentiannya, daerah kerja serta hak kewajibannya.

Bab IV, menguraikan tentang tugas dan wewenang PPAT
Juga membahas tentang perbuatan hukum sehubungan dengan
hak-hak atas tanah, yang berupa pemindahan hak, pemberi=-
an hak bharu atas tanah, menggadaiken hak atas tanah, serta
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagal tanggungan.

Bab V, merupakan inti pembahasan permasalahan dalan
skripsi ini,

Bab VI, merupakan kesimpulan dan saran,

Dengan telsh dikemukakan susunan sistematika skrip-
gl tersebut, berikut ini disampaikan pertanggungjawvaban=-
nyae

Karena skripsi ini bertujuan untuk menyajikan suatu
karya ilmiah sebagali hasil analisa serta penelitian atas
dasar bghan serta data primer dan atau sekundair, maka se=-
cara keseluruhan akan diketengshkan tentang permasalahan
Yang akan dibahas, metode analisa, cara memperoleh bahan
dan data, kemudian kesimpulan serta saran yang disertai
dengan daftar pustaka yang dipergunakan.

Sebagai pendahuluen, dalam penulisan ini akan di=-
uralkan tentang pandangan umum yang merupzkan lde dasar

dari penulisan sgkripsi ini, Diharapkan agar setiap pembo=
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ca sudah mempunyai gambaran yang lengkap tentang materi
yang eken dibahas, ialah tentang peranan cemat selaku po-
Jabat pembuat akta tanah dalam mewujudkan jaminan kepesti-
an hukum bagl pemiliken hak atas tansh, sehingge nemudah-
kan penylmakan dalam mengikutl setiap uraian dalam pexnu-
lisan ini,

Untuk mengadakan penelahan tentang permasalshan
tersebut lebih lanjut; perlu diketshui tentang dasar-dagar
hukum serta perundang-undangan sebagal landasan ilmish pe=
hingga didapatkan kepastian tentang kedudukan camat selaku
pejabat pembuat akta teanah di dalam lingkup peraturan ko-
agroriaan, Dasar-dagar hukumn yang dimaksud dimulal dari
peraturan yang paling mendasar ianlah Dasar Poraturagn Pokok-
pokok Agraria Indonesia yang berupa UU no, 5 th. 1960,
Lebih lanjut diuraikan tentang pendaftarem tanah sebagat
upaya dalam mewujJudkan jaminan kepastian hukum bagl para
pemilik hak~hsk atas tanah yang diatur dalam pasal 19 UU
no, 5 th., 1960, dan perundang-undangan yang diterbitkan
gebogal peraturan pelaksanasnnya, ialak PP no, 10 th, 1961
dan FMA mo, 14 th. 1961,

Setelah diadakan pembahasan tentang landasan per-
aturan hukum serta perundang-undangan sebagal dasarnya, di-
ketengahkan gambaran yang lebih jelas tentang apa den siapa
PPAT tersebut, dengan menguraikan tentang batasan, c¢ara peng-
angkatan serta pemberhentisnnya juga hak dan kevajibannya,
berdasarkas PMA no, 10 th. 1961,
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Kemudian lebih lanjut dibahas tentang tugas-tugas
dan wewenangnya, serta macam perbuatan hukum ysng harus
ditanganl oleh PPAT; prosedure pembuatan aikta serta pere
syaratan penerbitan akta dengan ursian yang terperinci
mengingat penguasaan materi ini morupakan suatu dasar yang
penting tentang sahnya suatu askta, Di dalam uralen tentang
masalah tersebut, dijelaskan pula tentang macam-macan hak
atas tanah, untuk mondapatkan gambaran tentang status hu-
kun atas subyek maupun obyek dari adenya transaksl tentang
hak-hakk atas tanah tersebut,

Dengan telah diuraikannye landasan tentang peratur-
an hukumnya maka diadakan penelitlian di beberapa wilayah
kecamatan di dalam lingkungan Kotamadya Surabaya, yang Ju-
ga nmerupaken wilayabh kerja PPAT; untuk memperoleh data ten~
tang praktek pelsksanaan dari peraturan yang ada delez ba=
tas=batas tertentu, Data tersebut diperoleh dari peneliti-
an serta hasll vavzncara dengan camat, pihak bank yang ner=
buat transaksi credietverband dengan nasabshnya, kantor
agraria, para pelrsksana PRONA di beberapa kelurahan dan kee
camatan, dan juga para pembantu camat. Wavancara juga die
lakukan dengan para "pemilik! taneh, bukan saja mereka yang
telah memiliki sertifikat tanah, akan tetapi juga mereka
yang hanya memiliki surat jual beli di bavah tangan yang
dikuatkan oleh kepala desa behkan RW; para pomegeng petok
D, yang kebanyakan dari mereka sudak merasa memiliki bukti
yang kuat tentang hak atas tanah yang dikuasainya pada vaktu
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itu, Suasana perkembangan kota Surabaya, ditinjau dari se-
gi keperluan tanah yang luaas, juga pengamatan atas pena-
voran dan permintaan Jual-beli, sewa tanah, serta tran-
soeksl lain sehubungan dengan hak atas tanah yang dimuat
dalen iklan surat kabar terbitan kota Surabaya, merupakan
tambahen gambaran tentang sltuasl transaksi pemindahan
obyek maupun subyek sehubungan hak-hak atas tanah di Kodya
Surabaya.

Dengan telab diperolehnya data tersebut, kemudian
diadakan analisa serta penilaisn yang merupakan inti pep-
behason dalam penulisan skripsi ini, yeng berupa peninjan-
on. tenteng peranan camat selaku PPAT dalam mevujudkan joe
ninan kepastian hukum bagi pemilik hak-hak atas tanah di
beberapa wllayah kecamatan Kotamadya Surabaya.

Akbirnya diketengahkan kesinpulan-kesimpulan yang
nerupakan hasil pembahasan dari analisa serta penilaian
tersebut dan kemudian diajukan saran=-saran, dengan harap-

an dapat bermanfaat bagi ysng memerlukannya,

Skripsi PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAEBRB II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEBAGAT DASAR
BUKUM DALAM PEMBAHASAN PERANAN PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH:

Sebelun berlakunya UUPA (UU no, 5 th., 1960) yang
nerupsekan Peraturan Dasar Pokoke-pokok Agraria Indonesia,
di negara kita dijumpal keanokaan kaidah hukum yang meng-

atur tentang magalah agraria,

Pada saat itu dasar hukum agraria yang berlaku tere
diri dari:

1+ peraturan-peraturan yang bersumber pada hukup adat,
yeng mengskibatkan dikenal adanya tanah-tansh ulayat,
tanah milik, tanah gogolan, dan sebagainya, adapun ta-
nah-tanah tersebut lasim disebut dengan "Tanah Adat"
atau "Tensh Indonesia";

2. peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum barat,
yang mepgekibatkan dikenal adanya tanah eigendom, ta-
nah opstal, tarah erfpacht, dan sebagainya, adapun ta-
nah-tanah tersebut lasim disebut dengan "Tanah Barat"
atau "Tanah Eropa®",

16
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Untuk tanah-tanah barat, dapat dikatakan hamplr seluruhe
nya terdaftar pada suatu kantor yang dikenal sebagali Kan-
tor Kadaster, sedangkan tanah adat sama sekall tidak ter-
daftar. Hal tersebut mengakibatkan sudah terciptonya jo-
minan kepastian hukum bagl tanah-tanah barat, yang sebo-
glan besar dimiliki oleh orapg-orang Belanda atau yeng
dipersamakan; tidak demikian halnya dengan tanah .adat yang
dimiliki oleh rskyat Indonesia aeli, Berlekunya hukum agra-
ria adat bersama-sama dan berdampingan dengan hukum agra-
ria barat itulah yang menyebabkan hukum agraria kita di-
sebut bersifat dualistis,

Sebagai akibat lebih lanjut dari adanya dualisne
dalan hukum agraria tersebut, diperlukan adanya hukun
agraria antar golongan, sehingga diharapkan dapat menbeoe
rikan penyelesalan tentang hubungan-~hubungan naupun per-
masalahan yeng timbul sebagal akibat berlakunya dua macan
dasar hukum agraria tersebut.

Semenjak jaman kolonial, yang dipskal landasan ba-
gl pemerintah untuk menyelenggarakan politik pemeorintah-
annya adalsh hukum agraria administratip, yang dikenal
gebogal Agrarische Wet tahun 1870, dengan Agrarisch Bes-
luit sebsgai peraturan pelaksanaannya yang mengumandang-
kan azas Domeinverklaring yang berarti bahwa: "gemua ta-
pah yang orang lain tidak dapat membukiikan bahwa tanah
itu oilik (eigendom)nya, moka tanah itu adalsh milik
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(eigendom) megara".*

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bah-
wa pada saat itu dijumpai aneka macan kaidah-kaidah hukum
yang mengatur masalah sgraria di Indonesia; akan tetapi
Jjustru menempatkan rakyat Indonesia asli pada kedudukan
yang sullt untuk memperoleh jaminan kepastign bukum bagi
pemllikan hsk-hak atas tanahnya, tanpa menundukkan diri
pada hukum barat. Hal tersebut dapat terjadi karena ber-
pangkal dari adanya dualisme hukum agraria yang berlaku
tersebut,

Berdasarkan penjelasan umum UUPA angka I no. 1 dan
angka III no., 1 menyebutkan bahva dualisme hukum itu ti-
dek sesual dengan cita-cita persatuan bangsa, yang meng-
hendakl hukum yang satu pula. Eel tersebut berarti bahwa
perlu dihapuskannya dualisme dalam hukum agraria tersebut;
Sebsgaimana ditegaskan juga dalam Lampiran Ketetapan MPRS
No. II/MPRS/1960 halaman 2465 dan 2563 (buku ke ~ Empat
Djilid XII) sebagai berikut:

sees dualisme dalam hukum agraria yang kini masih ber-
laku harus segera digantl dengan Undang-undang Pokok
serta peraturan-peraturan sgraria yang baru, yang ber=
gl fat nasional berdasarkan Pancasila, Undang-undang

Dasar 1945 khususuya pasal 33 serta Manifesto Politik
Presiden,

. wantjik Saleh, S.H., Hek_ua.atas Teah,
Ghalia Indonesia, Jakarta, cet., IV, 1982, h. 8,
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Dualisme dalam hukum agraria yakni dengan adanya hak-
hak barat di samping hsak-hek adat, harus pula ditla-

dekan.,
Kita harus menuju pada hukum agraria nasional dan

unifikasi dari hakehak atas tanah agar supaya rakyat

dapat menikmati manfaat tanahi.dan dapat mengusahsakan-

nya untuk pembangunan,>
Ternyata untuk merealisir perombakan hukum agraria secaro
menyeluruh memerlukan wakiu yang lama, karepa masih banyak
masalal serta perscalan yang harus diselesaikan dengan se-
gera sampai terbentuknya hukum yang baru tersebut. Untuk
mengatasi hal itu maka terpsksa masih dipergunskan hukun
agraria yang lama, akan tetapl pelaksanasmmya berdasarkan
tafsiran yang baru berdasarkan azas-azas Pancasila dengan
tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 33
UUD 1945, Ternyata tidak semua persoalan dapat diselesai-
kan dengan cara tersebut, sehingga diperlukan berbagai
peraturan yang menghapuskan beberapa lembags feodal dan
kolonial, juga peraturan-peraturan yang mengubah atau me=-
lengkapi peraturan yang lama,

Adapun usgha-usaha yang nyata untuk menyusun da-

sar-dasar hukum agraria Indonesia yang baru sebenarnya
sudah dimulai pada tahun 1948, dengan pembentukan panitia=-

panitia sgraria sebagai berikut:

5Boedi Ehrsono, .H., =

cet. 1IT, Jambatan, Jakarta,dg?o,
Boedi Harsono I), he 45,

1 ya, Bagien I, jil.I
seianjutnya disebut
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‘as Panitia Agraria Jogjakarta, yang dibentuk berdasar-
kan Penetapan Presiden RI, tanggal 21 Mei 1948, no.
16. Bertindak sebagai ketuanya Sarimin Reksodihardjo
dengan anggota yang terdiri darl pejabat darl berba-
gal kementerian dan jawatan; anggota-anggota Badan
Pekerja KNIP yang mewakill orgenisasi tani dan daerah,
ahli-ghli hukum adat, serta wakil buruh perkebunan.

Adapun tugas=-tugas yang diberikan kepada panitia
tersebut antara lain sebagal berikut:

1, memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang
permasalahan hukum tanah seumumnya;

2, merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat po=
1itik agraria Negara Republik Indonesia;

3. merancang perubahan, penggantian, pencabutan por-
aturane-peraturan lama, baik darl sudut legislatip
maupun darl sudut praktek;

4e menyelidiki soal-soal laim yang berhubungan dengan
hukum tanah,

Dalam tahun 1950, panitia tersebut telah berhasil re-

nyusun usulan yang berupa azas-azas yang dimsksudkan

ge?zga% dasar dari hukum agraria yang baru sebagal
erikuts

1. dilepaskannya azas domeln dan pengakuan hok ulayat;

2. dladakan peraturan yang memungkinkan adanya hek
perseorangan yang kuat, yaitu hak milik yang dapat
dibebani dengan hak tanggungan;

3. diadakan penelaahan dalam peraturan di negara lain,
utamanya negara tetangga, untuk menentukan apckch
orang asing dapat mempunyei hak milik atas tanch;

4e perlu ditetapkan pemilikan luas minimum tenah;

Se perlu ditetapkan pemilikan luas maximum tanah;

6. menganjurkan untuk nenerima skema hak atas tanch
yang diusulkan oleh Sarimin Reksodihardjo;

7+ perlu diadokan registrasl tanah milik dan hak po-
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numpang yang pentins.6
'Panitia tersebut kemudian dibubarken pada tahun 1951, de-
ngap pertimbangan bahwa sudah tidak sesual lagl dengan
keadaan negara pada saat itu yang telah mengalami perubah.

an dari bentuk republik serikat ke bentuk negara kesatuan,

b. Panitia Agraria Jakarta, yang dibentuk berdasarian Ke-
putusan Presiden RI tanggal 19 Maret 1951, yang di da-
lam keputusannya tersebut juga berisi pembubaran "Pa-

nitia Jogyakarta",

Panitia yang baru iml diketuai oleh Sarimin Rekso-
dihardjo, yang pada tahun 1953 diganti oleh Singgih Prap=
todihardjo. Bertindak sebagai vakilnya ialah Sadjarwo,
Dengan tugas yang hampir sama dengen Panitia Djogjakarta,
maka pada tahun 1955 dapat mengajukan usulan tentang soal
tanah untuk pertanian kecil (rakyat) sebagai berikut:

1. menetapkan batas mininum 2 hektar;

2. menétapkan batas maximum 25 hektar tiap keluarga;
3« tanah petani kecil hanya dapat dimiliki oleb vargs
negara Indonesia, tanpa dibedaken yang asli dan

yang buken agli

4e untuk petani kecil diterima bangunan hukum hak ni-
1lik, haok usaha, hak sewa dsn hak pakai;

5¢ hak ulayat disetujui untuk diatur oleh atau atas
kuasa undang—undang gesual dengan pokok-pokok da-
5ar negara,

Panitia ini dibubarkan pada tahun 1956,

6Ipide, B 95, 964
"Ihida, he 97.
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¢, Panitia Negara Urusan Agraria, dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1/1956,
yang sekaligus merupakan keputusan pembubaran Panitia
Agraria Jakarta, Panitia ini diketuai oleh Scewahjo
Soemodilogo, dengan tugas utama mempersiapkan renca-
na Undang-undang Pokok Agraria Nasional, yang sedapat
mungkin dapat diselesalkan dalam satu tahun. Dengan
suratnya no, 1/PA/1958, tanggal 6 Februari 1958, ter-
nyata panitia tersebut telah berhasil merumuskan nas-
kah Rancangan Undang-undang yang dimaksud dan kemudi-
an diserahkan kepada Menterl Agraria yang pada waktu
itu dijabat oleh Soenaryo, Karema tugas yang dibeban-
kan telah selesai, maka panitia ini dibubarkan pada
tanggal 6 Mei 1958,

Adapun pokok-pokok yang penting daripada rancang=
an: undang-undang pokok agraria hasil kerja panitia tere
sebut adalah:

1, dihapuskannya asas domeln dan diakuinya hak ula=
yat, yang harus ditundukkan pada kepentingan umum;
2+ 8zas domein diganti dengan hak kekuasaan Negara

atas dasar ketentuasn pasal 38 ayat % Undang-undang
Dasar Sementara;

3¢ dualisme hukwm agraria dihapuskan, Secara gadar
diadakan kesatuan hukum yang skan memuat lembaga-
lembaga dan unsur-unsur yang baik, baik yang ter~
dapat di delam hukum adat maupur hukum barat,
Jadi tidak dipilih salah satu hukum sebagal dasar
hukum agraria yang baru tersebut;

4, hak=hgk atas tansh: hak milik sebagai hak yang
terkuat, yang berfungsl sosial., Kemudien ada hak
bangunan dan hak pakai;
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5+ hak milik hanya boleh dipumyal oleh warga nega=-
ra Indonesia, tidak dibedakan yang asli dan ti-
dak asli. Badan hukum pada azasnya tidak beoleh
pempunyal hak wmilik atas tanah;

6e periu diadakan batasan maximum dan mipimum luas
tanah yang boleh menjadi milik seseorang atau
badan. hukum;

7+ tanah pertanian pada azasnya harus dikerjakan
dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya;

8+ perlu diadekan pendaftaran tanah dan perencanaan
penggunaan tanah.8

Dengan beberapa perubahan runusan serta sistematikanya,
maka rencana undang-undang pokok agraria tersebut oleh
Menteri Agraria Soenaryo diajukan ke Dewan Menteri pada
tanggal 14 Maret 1958, Rencana Undang-undang tersebut
kenudian dikenal sebagal "Rancangan Soenaryo', Dengan
amanat Presiden tanggal 24 April 1958 mo. 1307/BK, ran-
cangan Soenaryo tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan
Rekyat. Karena dalam pembahasan di DPR mengalami keti-
daklancaran, maska rancangan undang-undang tersebut di-
tarik kembali oleh Kabinet Kerja,

Sehubungan dengan berlskunys kembali Undang-un-
dang Dasar 1945, meka Rancangan Soenarjo yang masih di-
susun berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara terse-
but diadaken penyempurnaan dengan menyesuaikan azag-
azas di dalam UUD 1945, dalam bentuk yang lebih lengkap

dan sempurna. Rencana UUPA tersebut kemudian dikenal so-

81pida, B. 99.
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bagai Rancangan Sadjarwo. (Pada saat itu yang menjabat
sebagal Menteri Agraria ialah Sadjarwo). Rencangan ter-
sebut yang telah disetujui oleh EKabinet inti dalam si-
dangnya tanggal 22 Juli 1960 dan telah pula disetujui
0leh Kablnet Pleno dalam sidangnya tanggal 1 Agustus
1960; maka dengan Amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960
Fo. 2584/BK/60 rancangan UU tersebut diajukan ke DPR-GR,
Pergsetujusn DPR-GR atas rancangan UU tersebut diberikan
pada tanggal 24 September 1960 yang kemudian disahkan
oleh Presiden menjadi UU no., 5 tahun 1960 tentang Perw-
aturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang kemudian dikenal
sebagali UUPA., UUPA tersebut diundangkan dalem Lembaran
Negara tahun 1960 no. 104 yang mulai berlsku pada tang-
gal 24 September 1960,

Dengan adanya UUPA tersebut berarti kita telah
memiliki suatu UU yang merupakan produk nasional dan te=-
lah benar-benar mempunyai landasan Pancasila serta UUD
1945, UUPA tersebut ternyata tidak dengan mudah dicipta-

kan karepna baru ada setelah lima belas tahun merdeka, de-

ngan masa penyusunen tidak kurang dari 12 tahun kerja,

Dasar-dasar untuk mewujudkan jaminan kepastian hu-

kum bagi hakehak atas tanah, didapatkan dalam pasal 19
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U0 no, 5 the 1960 yang menetapkan suatu ketentuon yang
ditujukan kepada pemerintah agar mengadekan pendaftoran
tennh dieeluruh wilayah Indonesia,

Dalam pesal 19 tersebut disebutkan:

1, Untuk menjamim kepastian hukum oleh Pemerintah di-
adaken pendaftaran tanah diseluruh wilayah Repu=-
blik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yeng
diatur dengan Peraturan Penerintaeh;

2, Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasel ini meli-

puti:
a, peagukuran, perpetaan, dan pembukwan tanah;
b. pendaftaran hakehak aias tansh dan peralihan

hak-hzk tersebut;
Cc. pemberien surat-surat tanda bukti hak, yang
berlaku sebagal alat pembuktian yang kuat;

3, Pendaftaran tanah diselenggaraksn dengan mengingat
keadaan negara dan nasyarakat, keperlusn laluline
tas sonial ekononl serta kemungkinan penyelenggee
raannya, menurut pertinmbangan Menteri Agraria;

Lo Dalanm Peraturan Pemerintah diatur biays-blaya yang
bersangkutan dengan pendaftaran termsksud dalea
ayat 1 &1 atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang
tidak mampu dibebasksn dari pembaysran biaya-blaye
tersebut,

Dengan mekin pesataya laju pertumbunhan perekonomie
an nasional kita, maka makin banyek transaksi yang dila-
kukan oleh rakyat sehubungan dengan tanahnya. Hisalnya
Jual beli, sewa menyeva, juga pemierien kredit demgan hck
atas tanah sebagal jaminan. Sehubungan dengan hal teroso-
but makin terasa kepsrluan tentang adanya jeminan kepac-

tian hukum dalam bidang pertanahen,

IBoedi Harsono, S.H., Bukpn. Ageozin Indonemia fir.
p i K RS 4 Z K df WLl e Cet. I’ Janbatan’

arta, 1981, (selanjutnye disebut Boodi Barsomo II),
he 11,

PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



Skripsi

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

26

Jaminan kepastian hukum ysng dimaksudkan dalam pasal 19
ayat 1 tersebut, di bidang agraria, khususnya dalam bi-
dang pertanahan, menghendaki kepastian tentang adanya
hak apa yang berada di atas tanah yang bersangkutan, sla=-
pa pemilik darl hak teraebut atau subyeknya, batasan ten~
tang tanahnya sendiri atan obyeknya, kemudian hukum atau
peraturan=peraturan yang mengatur tentang adanya hak dan
kewajiban atas tanah tersebut, juga suatu kontinuitas kew
bl jeksanasn dalem pelaksanaan perundang-undangamr tersebut,
Kepastian tentang hak, subyek dan obyek atas tanah terso=-
but dapat dicapai dengan mengadskan pendaftaran tanah die
seluruh wilayah Indonesia, sedangkan kepastian hukumnya
diperoleh dari dasar-dasar peraturan pelaksanaannya yang
telah ditetapkan dalam PP no., 10 the. 1961, dengan per-
aturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut dari makna pasal 19 ayat 2, dapat di-
artikan sebagal tindakan pisik atas pelaksanaan pendaf-
taran tersebut, yang keglatannya meliputi:

o pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; hal terse-
but menghasilkan adanya peta-peta pendaftaran dan su-
rat-gurat ukur, sehingga diperoleh kepastian tentang
letak, batas, dan luas tanah yang bersangkutan;

b. pendaftaran mengenel status tenah yang meliputi hak-
hek atas tanah dan peralihan dari hak-hak tersebut,
juga adanya hak-hek lainnya yang dapat berupa jaminsn
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serta beban-beban lain atas hak tanah yang telah tere
daftar tersebut, Selain status daripada tanshnya, ju-
ga pendaftaran inl memberikan keterangan tentang sla-
pa yeng berhsk atas tanah yang bersangkutan, sehinga
ga dapat diperoleh kepastian tentang siapa subyek da-
ri pemilik tanah tersebut,

Dalam pasal 19 ayat 3 ditetapkan adanya suatu ca-
ra penyelenggaraan pendaftaran tanah, Penjelasan Umun
UUPA angka IV antara lain menyebutkan bahwa akan didahu-
lukan penyelenggaraan pendaftaran tansh di kota=kota, up-
tuk kemudian lambat laun meningkat pada kadaster yang ne-
liputi wilayah seluruh negara, Adapun penyelenggaraannya
haruslzsh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sederhana,
nurah, dan dapat dipahami oleh rakyat. Cara tersebut pere
lu ditempuh mengingat keadaan negara Republik Indonesia
meliputi suatu wilayah yang sangat luas dan terdiri dari
daerah~daerah kepulanvan yang tidek begitu saja mudah di-
jangkau oleh aparat pelaksana pendaftaran tanah, apalogi
nisalnya BGila pendaftaran tersebut dilakukan secara so-
rentak maka akan menelan biaya yang cukup tinggl.

Dipilihnya prioritas pendaftaran di kota-kota, hel
tersebut bertolak dari kenyataan bshwa apabila dibanding-
kan dengan di pedesaan, maka berkaitan dengan jumlah pere
sediaan tanah perkotaan serta ditilik dari segl intenci-

‘tikasi tanah yang bersangkutan dalam kegiatan perekonomian,
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maka masyarakat kotalah yang dirasakan memerlukan segera
dllaksanskannya pendaftaran tanah tersebut untuk memberi-
kan kepastian status serta hak kepada yang berkepentingan,
Mengenai pengaturan blaya pendaftaran, sebagaimana
ditetapkan dalam UU no, 5 th, 1960 pasal 19 ayat 4, mcka
untuk melaksanakannya lebih jauh diatur dalam PP no, 10
th, 1961, Bagi rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran blaya-biaya tersebut, Hal ini adalah sesual de-
ngan Jiva bangsa Indonesia yang memiliki rasa sosial yang
tinggl, selain hal di atas, ketentuan tersebut juga dihe-

rapkan skan memperlancar penyelenggaraan pendaftaran ta-
nah yang dimaksud,

Dalan PP no, 10 th. 1961 tentang Pendaftaran Tanah
(LN 1961~28) hal yang akan diuraikan di sini adalah maso=
lah alat pembuktian tentang sahnya perbuatan hukum menge-
nai tanah, Di delam pasal 19, PP no. 10 th. 1961, sebagal
peraturan pelasksanaan dari pasal 19, UUPA (UU no, 5 th.
1960) disebutkan bahwa setiap perjanjian atau transaksi
yang bermaksud untuk:
0. nemindahken hsk atas tanah;

b, nmemberi hak baru atas tanah;
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¢, menggadaikan tanah;

d, meminjam uang dengan hak atas tanah sebagal jaminan;
maka transaksl tersebut harus dibuktikan dengan suatu ak-
ta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk
pemerintah yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seba-
gal dimaksud dslam PMA no. 10 th, 1961,

Berikut ini skan diuraikan secara singkat tentang
pengertian akta PPAT yang merupakan akta otentik dan ser=
tipikat tanah.

Dalam pasal 1868 KUHPerdata disebutkan bahuva:
"Suatu sista otentik ialsh suatu akta yang di dalam ben-
tuk yang ditentukan oleh undang-undeng, dibuat oleh atau
di hadapan pegawai-pegawal umum yang berkuasa untuk itu
di tempat maena akta dibuatnya".‘o

Sejaubh mengenai akta yang dimaksud dalam pasal 19
PP no. 10 th, 1961 yang membuat adalah PPAT. Meskipun
prakarsa terjadinya ekta tersebut berasal dari pihak-pi-
hek yang menghendaki, sebagal alat buktl di antara mere-
ka, akan tetapi pada akhirnya pejabat umum, dalam hal ini
PPAT yang memegang kendali hukum agar akta tersebut dapat
berlaku ssh dan merupekan alat bukti yang sempurna. Apa-

prot, R. Subekti, S5.H, dan Tjitrosudibjo, Eitab

Undang-undage Hukum Perdata, (terjemahan), Pradnya Para-
mita, Jakarta, cet. XIV, 1981, (selanjutnya disebut KUE

Perdata), h. 419,
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bila untuk melakuksn perbuatan hukum, peraturan mewajibe

kan harus dilakukan dengan pembuatan suatu skta otentik,

maka tanpa dibuatkan ekta otentlik tersebut perbuatan hu-
kum yang dimaksud dianggap tidak pernsh terjadi.

Berdasarkan ketentuan padal 1870 KUEPerdata, dite-
tapkan bahwa suatu skta autentik merupaskan bukti yang
sempurna tentang isi yang dikandung di dalamnya, serta
berlaku terhadap: /

1. para pihak misalnya pada akta jual bell ialah pihak
penjual dan pembell, pada skta hibah ialah penghibah
dan yang menerima hibah; lebih jauh, dalam pasal 1338
KUHPerdata juga disebutkan bahwa semua persetujunan
yang dibuat secara .ssh berlaku sebagal undang-undang
bagi yang membuatnya;

2+ ahll waris masing-masing pihak;

3o mereka yang memperoleh hak dari plhak-pihak yang die
sebutkan dalam skta sebelum akta tersebut dibmat, mi-
salnya apablla sebelum terjadi beralihnya hek atas ta-
nah, (jual beli, hibah dan sebagainya), sudah terjadi
persewaan tanah tersebut, meka persewaan tadi tidak
terputus, kecuali sudah diperjanjikan sebelumnyae

Pada sgetiap akta dapat dijumpal nama beserta tanda
tangan beberapa orang yang bersangkutan dengan skta ter-
setut, mereka disebut Personil Akta, yang terdiri dari:
1. pejabat (PPAT);
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2. pihak-pihak yang bersangkutan (komparasi) misalnya
' penjual dan pembeli;
3. seorang ssksi yang memperkenalkan pihak-pihak kepada
PPAT;
. seorang saksi instrumentair, atau saksi pelengkap.
Apabila PPAT gudah mengenal kedua komparasi tersebut,
moka hanya diperlukan dua seksi instrumentair, untuk me-
menuhl ketentuan undang-undang bashwa untuk sempurnanya
suatu akta diperlukan sedikitnya dua orang saksi.
Yang diperkenankan untuk menjadi, personil ekta selain
pejabat sebagaimana telsh ditetapkan dalam undeng-undang
tersebut, pada prinsipnya adalah semua orang yang berke=
pentingan langsung dan orang yang diperlukan untuk pe-
nyeppurnaan akta tersebut, sedangkan syarat umum yang
harus dipenuhi, bahwa yang bersangkutan dewasa, tidak gi-
la, dan tidsk di bawabh pengawasan. Setiap personil akta
mempunyai ftanggung jawab moril, terutama sekali tanggung
Jawab hukum, PPAT memikul tanggung jawab yang lebih be-
sar sifatnya dari personil akta yang lain, karena sah-
nya suatu akta otentlk yang merupskan alat bukti yang
sempurna tergantung pada peran PPAT, Apskah dalam hal
ini ia memegang teguh atau tidak peraturan-peraturan yang
menyzngkut tentang ekta, misslnya dengan memperhatikan
hal-hal sebagal berikut:
0. apakah komparasi maupun seksi-saksi dapat diterima
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tindakannya dalam hukum;

b. meskipun PPAT tldak dapat dipertanggungjawabkan sehu-
bungan dengan daya bukti materiel skta, tetapi tidak
dapat dibenarkasn apabila mengabaiken "pengetahuan umum®;

¢, apakah PPAT telsh membacakan ketentuan/isi akta di ha~
dapan para personil akta yang laln, untuk mencegah ke-
keliruasn serta memperoleh kepastian bahwa para personil
akta tersebut telah menyetujuinya.

Dalam Peraturan Menteri Agraria no, 11 tahun 1961,
tentang bentuk akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
PP no. 10 th, 1961, harus dibuat oleh PPAT dengan memper=
gunaken formulir (daftar isian) tercetek, yang merupakan
kertas berukuran 2 x 210 x 195 mm (ukuran A3).

Sejak tanggal 24 September 1977 disemua Ibu Kota Pro-
pinsl dan sejak tanggal 1 September 1978 di wilayah
lainnya wajib digunakan formulir-~formulir yang dice-
tak dan dijual di kantor-kantor Pos. Isinya holeh di-
ubah, ditambah dan dikur « (Keputusan Mendagri Ko,
SK 104/DJ4/1977 dan SK. 62/DJA/1978 serta surat Menw
dagri tanggal 26 Oktober 1977 no. Btv.10/614/10~77).11

Dengan demikian maka alat pembuktian yang kuat tentang

sahnya perbuatan hukum mergenal transaksi sshubungan de=-

ngan hak-hak atas tanah, berdasarkan PP no, 10 th. 1961

tersebut adalah berupa akta transaksi yang dibuat oleh

PPAT, Juga apabila ditinjau dari persyaratan umum yang

berlaku (hal. 29, 30) akta PPAT telah memenuhi syarat se-

Vpoedi Harsono, S.H. II, oD cita, he 213,
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bagal akta otentik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal
1368, 1370, 1338 KUHPerdata, karena skta tersebut dibuat
oleh pejabat yang ditunjuk, pasal 19 PP no. 10 th, 1961,
pasal 1 dan 2 PMA no, 10 th, 1961, dengan hentuk yang di-
tetapkan dengan UU, pasal 19 UU no. 5 th, 1960, pasal 19
PP no, 10 th, 196¥, pasal 1 8/d 5 PMA no, 10 th. 1961,
dengan penyempurnaannya, dan akta tersebut dibuat di wi=-
layah kerja pejabat, pasal 2 ayat 2 PMA no. 10 th, 1961,
Selain akta transaksi tersebut, sertifikat tanah
juga merupskan alat bukti/keterangan yang kuat tentang
perbuatan hukum yang telah dilaskukan sehubungan dengan
hak atas tansh. Dalam pasal 13 ayat 3 PP no. 10 th, 1961
disebutkan dalam istilah tehmis yurdidis bahwa sertifikat
tanah ialah salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dija=-
dikan satu dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan
oleh Menteri Agraria, Salinan buku tanah, adalah keterang=
an tentang penetapan suatu hak seseorang atas tanah yang
dikutip dari Daftar Buku Tanah yang disimpan di Kantor Pen-
daftaran Tanah. Adapun surat ukur tersebut dapat berupa:
a, peta pendaftaran tanah darl "desa lengkap" yang dengan
Jelas memperlihatkan segala macam hak atas tanah ber-
ikut batas-batasnya di dalam desa tersebut, setelah
diumumkan meka peta tersebut! mempunyal kekuatan hukum;
be pota situasgi, yeng diperoleh dari "desa yang belum leng-
kap", yang hanya melukiskan keadaan tansh, sebelum di-
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adaksn penentuan batas-batas tanahnya, sertifikat yang
berisi salinan buku tanah dengan. "peta sltuasi" terse-

but, disebut sertifikat sementara,

Secara mudah, sertifikat dapat disebut sebagal surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti hak
yang kuat untuk seseorang terhadap tanah yang dihakie-
noya. Berlaku sebagai alat bukti yang kuat berarti,
bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalam
sertifikat mempunyal kekuatan hukum dan harus diteri=-
ma sebagal keterangan yang benar oleh hakim, selama
tlidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat pem-
buktian lainnya,i2

Dengan demikian maka sertifikat tansh menjamin ke-
pastian. hukum bagi pemiliknya terhadap pihak-pihak lain,
karena dapat dipastikan siapa pemiliknya, luas dan batas
tenabh yang menjadl hsknya serta status tanah tersebut.

Selaln bertugas membuat ekta mengenai perbuatan

bukum sebagaimana diatur dalem pasal 19 PP mo. 10 th.1961,
PPAT berkewajiban untuk membantu pihakepihak yang melaku=-
kan perbuatan hukum tersebut dengan mengajukan permohonan
izin pemindshan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam
PMA no. 14 th, 1961,

Yang dimaksud dengan pemindahan hak tersebut ialah:
1+ jual bell termasuk pelelangan di muka umum;

12yar1a A Soemardjono, S.H., McL, Puspitg Serapge
gur,_Anekka Magalsh Hukum Aeraria, cet. I, Andi Offset,
Jogjakarta, 196 22, 2k,

LA
’hO

-1
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2+ penghibahan;

3. pemberian dengan wasiat;

4, pemberian menurut adat;

5. perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalibkan suatu
hak atas tanah kepada pihak lain,

Adapun pemindahan hak tersebut berlaku untuk hak-hak atas

tanah sebagaimana ditetapkan dalam PMA no. 14 th. 1961

J«0« Peraturan Menteri Dalam Negeri no, SX/59/DDA/Tahun

1970 tentang Penyederhansan Peraturan Perizinan PemindaBw

an Hak Atas Tanah sebagal berikut:

as hak milik atas tanah pertanian;

b, hek guna usaha;

¢+ hak guna bangunan atas tanash negara, jika dilakukan
kepada badan hukum; |

ds hak pakal atas tanah negara, jika dilakukan kepada orang
saing atau badan hukum;

6o hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yang
bukan untuk perusahasn kebun besar, jika yang menerima
hak (kalau perorangan termasuk istri, suami dan anake
anaknya yang masih menjadi tanggungannya) sudah mempu-
nyai 5 bidang tenah atau lebih,

Izin pemindahan hak atas tanah diminta oleh yang berkepen~

tingan dengan bantuan dan perantaraan pejabat pembuat ake-

ta tanah (PPAT). Permohonan untuk mendapatkan igin pemine
dahan hak atas tanah tersebut harus dibuat oleh dan diha-
dapan PPAT,
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+Surat permohonan izin pemindehan hgk tersebut dibuat
rangkap empat, satu di antaranya bermeteral Rpe 3,-

Dalam surat permohonan tersebut dicantumkan keterangan
tentang diri pemohon, suami/istri, anak-anak yang masihb
menjadi tanggungannya serta perumrtukan tanah yang ber-
sangkutan. Dua lembar surat permohonan izin tersebut,
satu di antaranya yang bermeterai, oleh PPAT disampaikan
kepada instansi pemberi 1zin yang bersangkutan, dengan
disertal salu lembar salinan askta pemindahan hak yang
dibuatnya. Selembar permohonan izin itu harus dilampir-
kan pula pada skta pemindahan hak yang bersangkutan, yang
harus dikirim oleh PPAT ke Kepala KPT. Selembar permohone
an izin tersebut dipegang oleh pemohon,

Sehubungan dengan hal tersebut pejabat pembuat ak-
ta taneh (PPAT) wajib membuat daftar tentang permohonam-
permohonan izin pemindahan hak yang dibuatnya,

Instansi pemberl izin wajib pula menyelenggarakan dan me-
nyelesaikan daftar permohonan izin pemindahan hak yang
diterimenya. Pecmberian den penolakan izin pemindalian hak
dinyatakan oleh instansi pemberi 1zin pada surat keputus~
an 1zin yang bersangkutan. Pemberitabuan pemberian izin
atau penolakannya tersebut, disampaikan secara tertulis
kepada PPAT untuk diteruskan kepada pemohon atau lang=-
sung disampaikan kepada pemohon, apabila peralihan hek

itu diurus sendiri oleh pemcghon,
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Pr ol LN 8 AN
“UNIVEASOE A b GAT

I a B Y a I‘
Sehubungan! dengdah Kewajiban PPAT untuk membantu

pengurusan izin pemindahan hek atas tansh sebagaimana
uraian di muka, mska PPAT menyelenggarskan daftar ten=
tang permohonan izin pemindshan hak tersebut, sebagai-
mana ditetapkan dalam PMA no. 14 th. 1961 pasal 3 ayat
t dan 4, dengan pemberian penjelasan tentang penyeleng-
gargan.laporan akta pemindahan hak berdasarkan Surat
Menteri Agraria no. DHK/22/6, tanggal 15 Juli 1966 de-
ngen menarik surat mo. Undae.10/1/45, tanggal 27 Junt
1963, Adapun pemberi 1zin pemindahan hak adalah sebagai
diatur delam PMD no, 6 th. 1972,
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PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBUAT AKTA TANAH

1o RBatagan tentang PPAT

PPAT adalah singkatan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah, yang berdasarkan peraturan yang ada dagat gdige-
but pula gebagal Pejabat, Apabila ditinjau dari Peratur-
an Pemerintah no. 10 tahun 1961 dan Peraturan Menteri
Agraria no, 10 tahun 1961, yang dipekai sebagal landas~
an hukurr yang mengatur tentang tugas, kewajiban, kewe-
nengen dan. gebagainya dari PPAT, sebenarnya belum di-
Jumpai adanya perumusan atau batasan yang tegas tentang
apa yeng dimaksud dengan PPAT tersebut, Akan tetapl da-
rl ketentuan=ketentuan yang ada di dalam kedua peratur-
en tersebut dapatlah dirumuskan sebagai berikut:

PPAT, adalak pejabat umun, yang berwewenang mem-
buat dan menandatangsni akta tanah dalam hal memindah-
kan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, meng-
gadaikan tanah, meminjam uang dengan hak atas tanah se-
bagal tanggungan, terhadap mereka yang menghendaki ada-
nya akta itu sebagai bukti, serta menyelenggarakan admi=-
nistraelinya sebagaimana ditentukan dan diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan.

38
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Dari perumusan di atas, perlu adanya beberapa pen=-

'Jelasan,tentang beberapa peristilahan, Yang dimsksud de

ngen pejabat umum adalah pejabat yang diangkat oleh pe-
nguasa (pemerintah) dan ditugaskan untuk melakukan seba=
glan pekerjaan pemerintah dan umum. '
Adapun yang dimaksud dengan akta tanah, ialah ak-
ta otentik untuk setiap perjanjian yang bermaksud:
1o memindahkan hak atas tanah, yang berupa jusl beli, hi-
bah, tukas menukar, pemisahan dan pembagian biasa, pe-
" misahan dan pembagian barta varisan, penyerahan hibah
vasiat;
2., memberikan hak baru atas tanah;
3. menggadaikan tansh;
4o meminjam uang dengan hak atas tanah sebagal jaminan,

Berdasarkan ketentuan pasal 3 dan 4 PMA no, 1Q
th, 1961 yang dapat diangkat sebagei PPAT ialah:

&. notaris;

b. pegawal dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen
Agraria ysng dianggap mempunyai pengetahuan yang cue
kup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan
peraturan-peratursn lainnyas ysng bersangkutan dengen
persoalan peralihan hek atas tanah;

¢, para pegavali pamong praja yang pernah melakukan tugas

* seorang pejebat (PPAT};
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d, orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang

diadaktan oleh Direktorat Jemnderal Agraria;
e. camat, yang diangkat menjadi PPAT sementara karena
jabatannya.
Dari ketentuan di atas, berarti bahwa yang termasuk ka-
tegori a, b, dan ¢, karena dianggap telah menguasal per=
aturan-peraturannya, maka untuk dapat diangkat sebagai
PPAT, tidak perlu melalui ujian terleblh dahulu,
Demikianlah meka misalnya dengan surat Menteri Agra-
ria tanggal 21 September 1961, no. SK/614/Ka/61, se-
nua notaris dan wakil notaris di Jawa dan Madura se-
rentak dlangkat menjadi PPAT.
Para PPAT yang diangkat kemudian juga tidak terlebih
dahulu menempuh ujlan, Dalsm praktek ternyata bahwa
seseorang dalam golongan a, b, dan ¢ tersebut belun-
l1ah merupekan jaminan bahwa ia benar-benar menguasai
peraturan yang bersangkutan,!>
Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri mo, SK/
19/DDA/1971, maka yang dapat diangkat menjadi PPAT adalsh
mereka yang tersebut di bawah ini, yang dinyatakan telah
lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Ujian
PPAT, Yang bersangkutan ialah:
a, notaris;
b, wakil Notaris yang diangkat oleh Departemen Kchakiman;
c. bekas pegawal tehnis Direktorat Jenderal Agraria, yang
oleh Panitia ujian PPAT, dinilal cukup mempunyal penge-
tahuan yang diperlukan sehubungan dengan tugas-tugas
PPAT;

d, sarjana=-sarjana hukum bekas pegawal negeri;

Dpoedi Harsono, S.H., -
oiarah Isl dan Pelaksanasnnva, Jambatan, Cet,, =, 1971,
selanjutnya disebut Boedi Hareomo II1), k. 23, 2h.
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Se bekas pegawal pamong praja yang pernsh menjabat seba-
gal pejabat pembuat skta tanah sewaktu bertugac mene
Jadi camat,

Pengangkatannya sebagai PPAT dilakukan oleh Menteri Da-

lam Negeri c.qe Direktur Jenderal Agraria dengan diwajibe

kan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan
kepercayaan masing-masing di hadapan Gubernur KDH Tinge
kat I, di mena PPAT tersebut ditempatkan. (Peraturan Men-
teri Dalam Negerli no., 2 tahun 1977 pasal 2 ayat 1). De-
ngan demikian maka pemberhentiannya juga dilakukan oleh

Mendagrli c.qe Dirjen. Agraria. Dikecualikan darl persya-

ratan ujian tersebut adalah camat, yang karena jJabatan-

nya ditunjuk sebagai PPAT, sehingga ia tidak memerlukan
surat keputusan pengangkatan khusus sebagai PPAT (Surat
edaran Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 21 April

1962, no. UNDA.1/2/6) jika karena berhalangan tidak da-

pat melaksanzkan tugasnya, maka yang bertindak selaku

PPAT ialah pegawal yang secara sah mewakilinya sebagei

canat, lapun tidak memerlukan Surat Keputusan pengang-

katan.

3+ Daerah Kerja Pejabat
Berdasarkan ketentuan dalam Bab I, pasal 1! dan 2

PMA no. 10 th, 1961, pada dasarnya untuk setiap Kecamat-
an diangkat seorang PPAT. Akan tetapl dalam hal=hal ter=-
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tentu, atas usul Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, dapat
ditetapken beberapa Kecamaten menjadi wilayah kerja se~
orang PPAT, atau dalam satu kecamatan ditetapkan sebagal
vilayah kerja bagl lebih dari seorang pejabat.

Kewenangan pembuatan skta oleh seorang PPAT hanya menge-
nai hak-hak atas tanah yang terletak di dalam wilayah
kerjanya, dikecualikan bagl seorang PPAT yang dengan se=-
izin Dir.Jen. Agraria dapat membuat akta mengenali tanah
yang tidak terletak dalam daerah kerjanya, misalnya da-
lam hal pembebanan heberapa bidang tanah dengan hypotik
yang terletak di berbagai kecamatan. Khusus bagi camat
selsku PPAT, selama untuk suatu kecamaten belum diangkat
seorang pejabat (PPAT), maka camat karena jabatannya men-
jadl pejabat sementara darli wilayah kecamatan yang ber=-
sangkutan (pasal 5 ayat 1 PMA no, 10 th, 1961), Ketentu~-
an ini juga berlaku dalam hal jika PPAT yang telah diang-
kat mempunyai daerah kerja yang meliputi lebih dari satu
kecamatan., Lebih jauh dalam pasal 5 ayat 3 mo., 10 the 1961
tersehut, ditetapkan hahwa: jika untuk suatu kecamatan tee
lah diangkat seorang pejabat (PPAT) maka camat yang ber=
sangkutan tetap menjadi PPAT (sementara), sampai berhenti
dari jabatan. Hal tersebut berarti, apabila camat terse-
but berhenti atau dipindahkan, maka penggantiannya dengan

sendirinya menggantikannya sebagai PPAT,
Dari uralan di atas, ternyata bahwa kebijakan yang
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diambil ialah tetap memberikan peluang bagl seorang camat
untuk bertindak sebagal PPAT sementara dalam wilayah ke-
camatannya, Hal ini dipertegas lagi dengan diterbitkannya
surat Menterl Pertanian dan Agraria no. Unda.1/2/8 tanggal
21 April 1962,

Dalam hubungannya dengan wilayah kerja tersebut,
dapat pula ditambahkan di sini behwa dikenal adanya PPAT
yang mendapat wewenang khusus dan terbatas pada pembuatan
akta atas perbuatan hukum yang dapat berpengaruh luas pa~
da kehidupan masyaraskat, ataupun untuk sshnya perbmatan-
perbuatan hukum tersebut diperlukan penyelidikan yang men=-
dalam dari segi yuridis, agrarie, politis dan sebsgainya,
sebelum: aktanya dapat dibuat. Adapun PPAT tersebut mempu-
nysli daerah kerja meliputi seluruh wilaysh Indonesia, Bere
dasarkan SK Menteri Agraria tanggal 20 Maret 1966, no. SK/
13/Depeg/66 dan Surat Departemen Agraria tanggal 6 Mei 1966
no. DHK/13/14, diangkat karena jabatannya, beberapa peja-
bat tertentu dari Departemen Agraria sebagai PPAT dengan

kewenangan khusus tersebut.

o Hak _dan Kewaliban Peiabat

'Hak-hak yang diperoleh seorang PPAT dalam pembuate
ah suatu akta ialab pungutan uang jasa (honorarium) sebe-
sar 3% dari harga penjualan atau taksiran hsk atas ftanah
yang bersangkutan, dengan nilal minimum Rp. 1004~ Uang
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. jasa tersebut adalah merupakan penghasilan pribadi dari

pejabat (PPAT) tersebut,

Jlka untuk pembuatan akta oleh PPAT disakgikan
oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah daerah,
maka dipungut uang ssksi sebesar 1% dari harga penjual=-
an/harga taksiran hek tanah yang bersangkutan, yang de-
ngan segera dan keseluruhannya oleh PPAT diserahkan ke~
pada para saksi tersebut., Adapun kewajiban PPAT, adalah:
1. membuatkan akta-akta sebagaimana dimaksud dalam pasgl

19 PP no. 10 th. 1961 tentang pendaftaran tansh dengan
mempergunakan formulir-formulir (daftar isian) yang
telah ditentukan;

2. wajib memberiken bantuan kepada pihak-pihsk yamg ber=
kepentinganr untuk mengajukan izin pemindahan halt;

3, diwajibken untuk menyelenggarakan daftar akta-skta
yang telah dibuatnya, yang mencantumkan data no. urut,
tanggal, jenis akta, nama penghadap, nomor skta menu-
rut daftar akta asli;

4. apabila seorang pejabat PPAT mempunysi daerah yang me-
liputi lebih dari satu kecamatan, maka untuk tiap-tiap
kecamatan harus dibuat daftar tersendiri;

5. seorang PPAT dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam
Negeri cq. Dirjen, Agraria, jika 1a tidak menyeleng-
garskan kewajibannya untuk menyelenggarakan daftar ak-
ta tersebut, juga apabila diapun sering menimbulken
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kerugian bagi orang-orang yang meminta kepadanya un~-
tuk dibuatken akta, dalam hal yang terakhir ini PPAT
yang bersangkutan dapat dituntut/membayar ganti rugi
atas kerugian yang ditimbulkan sebagei akibat perbu=-
atannya, PPAT juga wajib menyimpan asli ekta~akta yang
dibuatnya;

setigp bulan wajid untuk menyampalkan laporan mengenal
akta yang dibuatnya selama bulan itu kepada Kepala Kan-
tor Agraria setempat dan untuk selanjutnya Kepala Kan-
tor Agraria melapor hasil empilasinya ke Kepala Direk-
tur Agraria Propinsi.
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BAB IV

PERBUATAN HUKUM YANG MEMERLUKAN BUKTI BERUPA AKTA
PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Dalam uraisn terdahulu sudah disebutkan bahwa

PPAT adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Ne-
geri untuk membuat akta perjanjlan sebagal bukti bBahwa
telah terjadi perbuatan hukum seperti yang dimaksud da-
lam pasal 19 PP no, 10 th. 1961, Yang dimaksud perbuate
oan hukum di sini adalah, pemindahan hak atas tanah, pem-
berian hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, dan me-
minjam nang dengan hak atas tanah sebagal jaminan.

1o Memindahkan Halk ates Tanah

Pengertion memindahkan menunjukkan adanya pere
olihan hak dari satu pihak kepada pihakuyang lain. Dalom
pasal 1 Peraturan Menteri Agraria no. 14 tahun 1961, me-
nentukan bahwa: "pemindahan hak"™ ialah jual beli terma=-
suk pelelsngan di muka umum, penukaran, penghibashan, pem-
berian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbu-
atan lain yang dimaksudkan untuk mengalikkan sesuatu hak
atas tanah kepada pihak lain,

Berpindahnya hak tersebut dapat timbul:

a, karena hukum, dalam kel ini dimaksudkan adalah ber-
alihnyea suatu hek kepada ahli waris karenes meninggal~

46
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nya sl pewaris, misalnya pada hak milik, maka ahli va-
ris mendapatkan Hak Milik tersebut setelah sipemilik
meninggal dunia (pasal 833 ayat | KUHPerdata), sedang=-
kan menurut hukum adat, setetelah hutang-hutangnya di-
selesaikan; _

b. karena perbuatan hukum yang sengaja dilakukan, dengan
tujuan agar ada pihak yang melepaskan hak dan ada pi-
hak lain yang memperoleh hak tersebut, misalnya jual
beli, tukar menukar, hibah, dan laln sebagainya.

Adapun berdasarkan ketentuan dalem UUPA, hak atas tanesh

yang dapat dipindahkan ialah: Hokx Milik (pasal 26), Hek

Guna Usaha (pasal 28 ayat 3) dan Hak Guna Bangunan (pasal

35 ayat 3).

Untuk mengetahul perbedaan antara ketiga jernis hak
atas tanah tersebut, berikut ipni diuralkan secara garis

besarnya,
Eok Milik:

Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUPA dan passl 6, di=
setutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, ter-
kuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,

Hok milik atas tanah mempunyail fungsi sosial.
Dalam pengertian di atas, terkuat dan terpenuh ter-

sebut berarti, terkuat melekat pada pemiliknya dan terpe-
nuh pada kewenangan pemanfaatonnya, apabila dibandingken
dengan hek atas tanab lainnya, misainya Hak Guna Usaha,
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Hak Guna Bangunan dan sebagainya.
Hak milik dapat dibebanl dengan hak-hsk atas ta-
nah lainnya, ialah Hak Guna Bangunan (pasal 37 UUPA),
Hak Pakai (pasal 41 UUPA), Hak Sewa {pasal 44 UUPA), Hak
Gadai (Hukum Adat jo pasal 7 UU no. 56 Prp. 160), Hak
Usaha Bagl Hasil (Hukum Adat jo UU no. 2 tahun 1960).
Juga dapat dialihkan kepada pihak lain, dijual, ditukar,
dihibahkan, dan hibah vasiat (pasal 20 jo pasal 26 UUPA);
Hak Milik dapat Juga dilepaskan oleh yang empunya hingga
teanohnya menjadi tanah negara {(pasal 27 UUPA).
Yang dapat mempunyai hak milik, berdasarkan pasal

21 ayat 1 dan 2 UUPA dan Peraturan Pemerintah no., 38 tahun
1963, lalah hanya warganegara Indonesia, dan badan hukum,
Bank-bank yang didirikan oleh Negara, Koperasi Pertanian
yang didirikan berdasarkan undang-undang, Padan-badan ke-
agamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah
mendengar Menterl Agama, Badan-badan Sosial yang ditunjuk
0leh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Sosi-
ol. Hak milik depat hapus berdasarkan ketentuan pasal 27
UUPA, apabila:
qg. tanahnya jatuh kepada Negara, karena pencabutan hak,

penyerahen secara sukarela oleh pemiliknya, diterlane

tarkan; Jatuh ketangan orang asing, berkewarganegara-

an rapgkap atau badan hukum (pasal 21 ayat 3 dan 26

ayat 2 UUPA);
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dok Guna TUsaha
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat 1 UUPA,

yang dimaksudkan dengan Hak Guna Usaha adalah hak untuk

mengusahakan tanah yang dikuasal oleh negara, selama

Jangka waktu tertentu, yang dipergunakan untuk perussha-

an pertanian, perikanan dan peternakan,

Dari pasal 32 UUPA jo pasal 10 PP no, 10 th. 1961,
dapat disimpulkan bahwa meskipun Hak Guna Usaha tidak se-
kuat hek milik, namun merupakan hak atas tanah yang kuat;
karena tidak mudah hapus, mudah dipertshankan terhadap
pihak lain. Hak guna usaha adaleh termasuk hak atas ta-
nah ysng wajib didaftar, Adapun beralihnya hak guna usa=-
ha dapat terjadi karena:

&, diwariskan kepada ahliwaris yang mempunyai hek terse=-
but (pasal 28 ayat 3 UUPA);

b. dialihkan kepada pihak lain, yaitu dengan cara jual
beli, ditukarkan, dihibahkan den juga hibah wasiat
(pasal 28 ayat 3 UUPA);

¢ dapat pula dilepaskan oleh pemilik hak tersebut kepa-~
da negara (pasal 34 huruf ¢ UUPA).

Hak guna usaha Juga dapat dijadikan jaminan hutang
dengan pemhebanan hak tanggungan (hipotik/credietverband).

Jangka waktu berlakunys hak guna usaha tersebut,
berdasarkan pasal 29 UUPA, ditetapkan selama 25 tahun atau
35 tahun dengan kemungkinan diperpanjang lagi. Apabila
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masa berlakunya sudah diperpanjang, maka sebagaimana pen=

jelasan Menteri Dalam Negeri tahun 1969, dinyatakan bah-

va:

Jika setelah diperpanjang ternyata masih diperlukan,
perundang=undangan agraria yang berlsku tidak mela-
rang untuk memperbaharui hek guna usahanya yang sudah
berakhir itu. Pembaharuan tersebut akan diberikan de-
ngan syarate~syerat baru sesuai dengen keadaan dan per=-
kembangan masyarakat nantinya.t4

- Berdasarkan pasal 28 ayat 2 UUPA, ditetepkan lnas

hak guna usaha paling sedikit 5 ha, Sedangkan yang boleh
memilikinya ialah WNI dan badan hukum yang didiriken me-
aurut hukuns Indonesia dan yang berkedudukan di Indonesia
(pasal 30 eyat 1 UUPA),

Hapusnya hak guns ussha berdasarkan pasal 34 UUPA

karena:

-

b

Ce

de

f.

Jangka waktu berakhir;

dihentikan sebelum jangka waktu berskhir karena syarat
tidak dipenubi;

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka wektu
berakhir;

dicabut untuk kepentingan umum;

tanahnya diterlantarkan;

tsnahnya musnah.

Skripsi
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‘Hak Guna Bapsupag

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendiriken dan
mempunyai bangunen atas tanah yang bukan miliknya sendi-
ri, dengan jangka waktu tertentu (pasal 35 ayat 1 UUPA),
Rak guna bangunan tersebut tergolong hak yang kuat, are
tinya tidak mudsh hapus dan mudah dipertahankan terhadap
gangguan pihak leain, _

Peralihan hak guna bangunan dapat terjadi karena:
s, diwarie oleh sahli waris dari yang mempunyai hak (pasal

35 ayat 3);

b. dialihkan kepada pihek lain, yakni dijual, ditukar de-
ngan benda lain, hibah dan hibah wasiat (pasal 35 ayat
3);

ce dapat dlilepaskan oleh yang mempunyai hak sehingga ta-
nahnya menjadi tansh negara (pasal 40 huruf ¢ UUPA),

Halt guna bangunan juga dapat dijadikan jaminan hu-
tang dengsan dibebani hipotik atau credietverband. Sedang-
kan Jangka waktu hak bangunan tersebui adaleh selama 30
tahun dan dapat diperpenjang atas permintasn pemegang
haknya selema 20 tahun.

Yang berhak untuk mempunyal hek tersebut ialash:
WNI dan badan hukum yang didiriksn menurut hukum Indone-
sia dan berkedudukan di Indonesia., Hapusnya hak guna bae
ngunan tersebut adalah sama dengan ketentuan pada hak gu-

na usaha,
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Demikianlah secara garis besar telah diuraikan
tentang hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangune
an, adapun pemindeahan hek atas tanah tersebut akan di-
uraikan sebagal berikut, dengan mengambil contoh per-
alihan hak atas tanah hsk milik, yang berlaku mutatis
mutandis terhadap hak guna usaha dan hak guna bangunan,

Jual Bell
Pengertian jual belil itu sendiri di delam UUPA

sebetulnya tidak dijelaskan, namun demikian karena UUPA
berdasarkan atas hukum adat (pasal 5 UUPA dan penjelas-
annya, penjelasan umum II angka 1), maka dalam pengerti-
an jual beli hak atas tanah tersebut, dipakai Juga ke-
tentuan yang berlaku dalam hukum adat.

Dengan demikian, maka pengertian jual beli hak
atas tanah tersebut dilakukan secara tunia, yang diarti-
kan sebagal perbuatan hukum yang berupa penyerahan hek
atas tanah oleh penjual kepada pembeli, dan pada saat
itu pula pembeli menyershkan harga tanah tersebut kepada
penfuel, Semenjek itu pula pembeli menjadi pemilik tanah
yang baru, Penyerahan harga tanah boleh sebagian dahulu,
yang dalam hal ini perbuatan hukum tersebut sudah dapat
dianggap selesal. Adapun sisp uang pembayaran tersebut
disngzap sebagal hutang dari pembeli (yang sekarang men-

Jadi pemilik baru) kepada penjual. Perjanjizn hutang pi-
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utang tersebut diartikean sebagai perbuatan hukum yang ti-
dak ada hubungannya dengan perjanjlian jual bell tersebut
di atas.

Sebagal pembanding perbuatan hukum di atas dapat
dibedakan dengen ketentuan-ketentuan umum darli perbuatan
jual bell yang dimaksudkan dalam hukum perdata, yang da=-
lan pasal 1458 menyebutkan bahwa:

Jual beli sudah dianggap telah terjadl antara kedua
belah pihak seketika setelah orang-orang ini menca-
pai kata sepakat tentang kebendaan tersebut, meski-
pun kebendaan itu belum diserahkan, maupun hargsnya
belum dibayar.15S

Untuk memperoleh bukti bahwa jual beli hak ates
tanah tersebut memang benar dilskukan, make penjual dan
pembeli harus datang ke PPAT dengan maksud agar dibuatkan
akta perjanjiannya. Pada wektu pembuatan akta, yang hadir
adalah:

8. Penjual dan pembelil,
Keduanya dapat diwakill oleh kuasanya, dengsn menye=-
rahkan surat kuasa yang memberi wewenang kepada yang
bersangkutan untuk melakukan jual bell tersebut. Pen=
Jual harus mempunyai wewenang untuk menjual tanah yang
bersangkutan, Pembeli harus memenuhl syarat sebagai

subyek hak milik atas tanah tersebut. Sehubungan dengan
hal itu, maka PPAT wajib untuk mengadakan penyelidiken

15KUHPerdata, he 327.
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atas kebenarannya.

bs Dua orang saksi,
Apabila PPAT memandang perlu, karena meragukan kewe-
nangan pihak yang skan mepngalihkan hgk atas tanah ter-
sebut, meaka PPAT dapat meminta bantuan kepala desa dan
segeorang anggota pemerintah dari tempat letak tanah
yang aksn dijual tersebut (pasal 22 UUPA), Jika tanah
tersebut belum dibukuken, maka hadirnya Kepale Desa
dan seorang anggota pemerintah desa, merupekean keha-
rusen (pasal 25 UUPA), Kepala Desa tersebut selain
bertindak sebagai saksi, juga mensnggung bahwe tanah
yang dijual tersebut memang benar tanah hak milik dan
sipenjual memang berwenang untuk menjuslnya,
Untuk dapat dibuatken akta jual beli, maka wajib
diserahkan kepasda PPAT:
A, Tanda Enkti pemilikan Hoak milik atas tanah, yang da-
pat berupa:

1o Sertifikat atau sertifikat sementara, apabila ta-
nah tersebut sudah dibukukan;

2. Surat keterangan Kepala KPT, bahwa tanah yang di-
mokksud belum mempunyai sertifikat atau sertifikat
sementara, apabila:

a, tanah tersebut belum dibukukan;
b. tanah tersebut terletok di daerah kecamatan di
dalam kota tempat kedudukan Kepala KPT;
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3¢ a4 Surat pernyataan dari pemilik yang dikuatkan
oleh Kepala Desa dan anggota pemerintah desa
dari tempat letak tanah ysng bersangkutan;

be Surat bukti hak milik yeng ada (biasanya petok

pajak bumi), dengan disertai keterangan Kepala
Desa yang membenarkan surat bukti hak tersebut
dan dikuatkon oleh Camat setempat,

Surat=gurat tersebut diajukan apabila tanah yang ber-

sangkutan belum dibukukan di Kantor Pendaftaran Ta-

nah, dan terletak di daerah kecamatan di luar kota

tempat kedudukan Kepala KPT,.

Apahila nanti akta jual beli tersebut telah dibu~
at, moka sertifikat hak atas tanah tersebut ditahan oleh
PPAT untuk diserahkan kepada Kepala KPT, Dapat jugua pe-
nyershan tersebut dilakukan oleh penjual, langsung kepa-
da Kepala KPT, akan tetapi pada prinsipnya sertifikat
tersebut jangsn hendaknya tetap di tangan penjual sete=
lah terjadinya jual bell tersebut, dengan maksud untuk
menghindari terjadimya penjualan tanah lebih dari satu
kall.,

Lebih lanjut dapat dikemukakan, hshwa sertifikat
tanah yang telah diterbitkan tersebut mempunyai arti yang
amat penting, sehingga apabila sertifikat tersebut hilang,
maka Jjual bell tidak dapat dilaksanakan sebelum diperoleh
gertifikat baru dari KPT (pasal 22 dan 25 UUPA), Sekiranya
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PPAT merasa ragu-ragu tentang kebenaran atas keterangan
keterangan yang tercantum dalam sertifikat tersebut, ma-
ks PPAT dapat meminta kepada yang bersangkutan agar men=-
dapatkan "surat keterangan pendaftaran tanah" yang ada

di KPT untuk dicocokkan, Apabila pemilik yang namanya
tercantum dalam sertifikat tanah tersebut, sudah mening-
gal dunia, sedangkan shli warisnya akan menjual tanah ter-
sebut, maka perubshan ini harus dicatat terlebih dahulu
oleh Kepala KPT pada buku tanah dan sertifikatnya sebelum
akta jual beli dibuat oleh PPAT,

B, Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran,
Riasanya berupa uang muka saja, karena belum dapat di-
ketahul berapa biaya yang sebenarnya., Adapun penyele=-
saian pembayarsnnya dilakukan pada waktu jual beli ter-
sebut didaftarkean ke Kantor Pendaftaran Tanah. Pemba=
yaran tersebut dapat dilakukan langsung ke XPT atau le-
wat Kantor Pos yang terdekat,

Selain hal tersebut PPAT wajib: menolak pembuatan
akta jual beli, apabila tanah yang bersangkutan masih da=
lan perselisihan.

Setelah dipenuhi penyerahan surat-surat tanda buk-
ti hak serta tenda bukti pembayaran tersebut, maka PPAT
membuat skta jual beli yang dimeksud,

Adapun bentuk akta tersebut berupa blanko isian
(formulir) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
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.Agraria no, 11 tahun 1961, Formulir tersebut berupa lem=
baran kertas (2 x 210 x 295 mm), dengan huruf-huruf ce=
tak, Apabila karena sesuatu hal formulir tersebut tidak
ada, maka boleh diganti dengan formulir yeang diketik/di-
stensil di kertas HVS dengan ukuran yang sama, Dalam peng-
isian formulir akta jual beli tersebut, harus diperhati-
kan hal=hgl sebagai berikut:
A, Tanshnya:

1» Setiap skta hanya dibuat untuk sebidang tanah;

2e Untuk tanah yang sudah dibukukan:

&, disebutkan nomor pendaftarannya;

b apabila yang dijual hanya sebagian saja dari ta-
nah tersebut, meka harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk pernyataan tentang surat ukurnya, de-
ngen menyatakan perkirasn luas (panjang/lebar}
dari bagian tensh yang dijual tersebut;

Cce untuk menghindari sengketa dikemudian hari, se=
baiknya pada halsman keempat skta tersebut di-
cantumkan gambar situasi tanah yang dijual itu,
yang dltandatangani oleh para pihak yang ber-

snngkutan:.16

2¢ Untuk tanah yang belum dibukukan:

6poeds Horsono III, gp, cits, he 1414
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a, karena tidek mungkin disebut nomor pendaftaran,
maka yang disebutkan adalah nomor kohir dari
bloknya yang diambil dari keterangan dalam pe-
tok pajak bumi, dalam hal ini apabila sudah ada
surat ukurnya cukup disebutkan tanggal dan no=-
mornya, serta luas tanah yang dinyatakan di da=
lamnya;

b, status tanah tersebut disebut dengan nama bekas
hsknya menurut hukum agraria lama misalnya "ta=
neh bekas hsk milik adat" (pasal L ayat 1 Perw
aturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2 ta=-
hun 1962);

C. persil yang berbatasan perlu disébutkan dengan
lengkap dan jelas;

de untuk penjualan sebagian dari tansh yang dimake-
sudkan, dibuatkan gambar situasi sebagaimana

ursian 2.¢ tersebut di atas,

B, Bangunan dan tanaman di atas tansh tersebut,
Karena hukum agraria kita menganut sistem pemisahan
horisontal, maka harus dengan jelas disebutkan apabila
bangunan ataupun tanaman di atag tanah yang dijual ter-
ikut dalam jual beli tersebut, Hal tersebut berarti
apabila tidak disebutkan secara tegas, maka tidak de~
ngan sendirinya bangunan dan tanaman tersebut beralih
ke pembeli, Dalam pembuatan akta sehubungan dengan
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perbuatan hukum tersebut, perlu diperhatikan Instruk-
si Menteri Agraria no. Unda.9/1/14, tanggal 8 Februa-
ri 1964, yang melarang membuat akta pemindahan hak
tanpa sekaligus memindahkan hak atas bangunan di atas-
nya.

Ce Harga penjualan tanah.

Dalam akta harus dicantumkan harga penjualan tanah se=

cara penull, meskipun misalnya dalam kenyataannya pem=-

teli baru membayar sebagian dari harga yang disepakati
tersebut, Apabila hal itu memang terjadi, meka sisa/
kekurangan pembayaran tersebut adalah merupakan hutang
dari pihak pembell kepada pihak penjual (bekas pemi-
lik). Dalam keadaan seperti di atas, PPAT dapat menya=
rankan:

= dibuatkan suatu skta perjanjian huteng piutang ter-
sendiri, misalnéa di depan notaris, bukean oleh PPAT
yang bersangkutan;

- apabila rencana pelurasan pembayaran tersebut akan
dilakukan dalam waktu yang dekat, maka sebaiknya
PPAT menshan semua surat-surat yang bersangkutan dan
baru menyempaikan ke KPT setelah pembayaran hutang
tersebut dipenuhi.

Seteioh akta tadi selesal pengisiannya, maka di-
bacekan oleh PPAT di hadapan para pihaic dan para seksi.
Apahila tidak ada yang berkeberatan atas bunyi dari skta
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tersebut, meka secara berturut-turut para personil akta
membubuhkan fanda tangannya, mulai dari penjual, pembeli,
para ssksl dan terakhir PPAT yang bersangkutan.

Dua lembar akta bermeterai ysng telah ditanda ta-
ngani tersebut, satu lembar untuk disimpan PPAT, sedang-
kan yang satu lagi untuk diserahkan ke KPT, Dari akta
tersebut dibuat salinannya, satu lembar untuk instansi
pemberi izin pemindahan hak, sedangkan salinan yang lain
dapat dibuatkan untuk keperluan pembeli dan penjual,

Akta yang telah dibuat oleh PPAT tersebut diberi
nomor urut, menurut daftar yang wajib diselenggarakannya,
Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 8 Peraturan Men-
teri Agraria no, 10 tahun 1961, PPAT wajib menyelenggara=
ken daftar aktm tersebut, dengan ketentuan bahwa untuk
setiap kecamatan dibuat daftar tersendiri, tersebut ber=-
laku bagi PPAT yeng mempunyai wilayah kerja lebih dard
satu kecamatan. Adapun setiap akta untuk PPAT tersebut
wajib disimpan, kelak jika PPAT yang bersangkutan tidak
lagi menjabat, maka harus wajih menyerahkannya kepada
penggantinya, apabila tidak mempunyai pengganti diserah-
kan kepada Kepala KPT untuk disimpannya.

Akta jual beli beserta sertifikat dan warkah-warkah
lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh
PPAT segera disampeikan kepada KPT yang bersangkut-
an, Akta dan lain-lainnya itu dapat juga dibawa sen-

diri oleh yang berkepentingan ke KPT asal ia diberi
tanda penerimaan kepada PPAT,17

Y 1nida, b 143,
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‘Lelang.

Pengertian lelang yang merupskan tindakan untuk
mengalihkan hak milik atas tanah dapat berarti:

a. Lelang yang diadaksn atas permintaan pemilik semndiri,
Dalam hal ini setelah dapat ditetapkan pemenang le-
lang, meka berlakulah prosedur pembuatan akta oleh
PPAT sebagaimana dalam pelaksanaasn jual beli;

be. Lelang eksekutorial,

Dalam pasal 21, 24, dan 27 PP no. 10 th, 1961, diatur
ketentuan tentang kewajiban-kewajiban Kepala Kantor
Lelang, apabila terjadi pelelangan suatu hek atas ta-
nah, Ketentuan tersebut oleh Boedi Harsono, S.H. di-
tafsirkan, bahwa meskipun tidak dinyatakan secara te-
gas, akan tetapi rupa-rupanya yang dimaksud delem hal
ini adalah lelang eksekutorial,

Adapun tugas-tugas Kepala Kantor Lelang (KKL),
tersebut antars lain adalash sebagei berikut:

a, selambat-lambatnya 3 hari sehelum dilakukan pelelang=
an tersebut XKL harus meminta surat keterangan pen~-
daftaran tanah kepada kepala KPT tentang tanah yong
akan dilelang tersebut, meskipun tanah yang berscng=
kutan sudah mempunyal sertifikat, (Pasal 21, 24. PP
no, 10 th, 1961);

b, apabila lelang tersebut menyangkut tansh yang sudah
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dibuku, maka KKL wajib menyerahkan kepada Kepala KPT,

Kutipan otentik darl berita acara lelang, sertifikat

tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tenah, Permohon-

an Iain Pemindahan Hak (pasal 24, PP no, 10 th. 1961).

Dari ketentuan daleam peraturan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemindshan hak atas
tanah dengan cara lelang eksekutorial tidak diperlukan
akta PPAT,.

Tukar menukar,

Peralihan hak milik atas sebidang tanah dapat di-
lskukan dengan cara menukarkan dengan tanah yang lain
ataupun benda lainnya. Dalam peristiwa ini terjadilah
perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik atas
tanah dari pemilik yang semula kepada pihak yang menue
karnya.,

Karena peristiwa tersebut di atas bukan merupa=
kan perjanjian bahwa pemilik aken menyerahkan kepada
pihek lain dengan imbalan penyerahan benda lainnya, maka
perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum perjanjian,
melainkan termasuk dalsm hukum tanah, Berdasarkan PP ro,
10 th., 1961, peristiwa tersebut harus dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT,

Hibahe
Hibah adalah merupskan perbuatan hukum yang ber=
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wujud beralihnya hak milik atas tanah, dari pemilik ta-
nah yang bersangkutan kepada ysng diberi hibah tersebut.
Dalam hal ini pemilik semula tidsk mendapatkan apapun
sebagal ganti darl tanah yang dihibahkan tersebut. Karena
peristiwa tersebut merupakan perbuatan hukum yang meng-
akibatkan beralihnya hak milik atas tenah, maka hibah die-
atur dalam hukum tanah. Pembuktian perbuatan hukum ter=-
sebut dengan skta hibah yang dibuat oleh PPAT,

Adepun ketentuan yang diuraikan terdahulu menge-
nai jual beld hak atas tanah, berlaku juga terhadap hie-
bah,

Karena dalam akta hibah tidak dijumpal ketentuan
sebagaimana pasal 3 dalam akta jual beli, maka Boedi
Harsono, S.H, berpendapat bahwa:

Untuk menghindari keraguan sebaiknya dicantumkan ju=-
ga ketentuan di dalam akta hibahnya tentang apa yang
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan jika
kemudian ternyata, bahwa permintaan izin pemindahan
haknya ditolak, Misalnya tanah kembali kepada pembe-
ri hihah atau yang diberi hibah diberi kuasa untuk

mengalihkannya sebagai kuasa dari yang memberi hi-
beh kepada pihak lain.l18

Pemberian dengan wasiat,
Pemberian dengan wasiat adalah perbuatan hukum
dari pemilik sewaktu masih hidup yang berupa penunjukkan

orang atau orang-orang tertentu (dapat juga badan hukum

"81pid,, b, 188,
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-tertentu}, yang sckan memperoleh tanah-tanah tertentu atau
gsemua tanah yang termasuk harta peninggalannya setelah
la meninggal dunia,

Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 UUPA,
dapat disimpulkan bahwa UUPA tidek menganggap bahwa pem-
berian wasiat tersehut sebagal suatu cara beralihnya hak
milik atas tenah, dengan demikian tidak diperlukan akta
yang dibuat oleh PPAT. Akan tetapl kelek, apabila pembe-
ri hibah wasiat meninggal dunia, barulah terjadi peralih-
an hak milik atas tanah,

Adapun perbuatan hukum yang dilakukan tersebut meru-
pakan pelaksanaan daripada vasiat yang meninggal du-

nia, untuk mana dapat dipergunakan contoh akta hibah19
yeng sudah ada dengan tambahan keterangan seperlunya.,

2o Yepberiksn Hak Baru Atas Tapah
Sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan 42 UUPA, mo-

ka yeng dimaksudkan dengan pemberien hak baru atas tanah
adaleh:

a, pemberian hak guna bangunan atas hek milik orang lain;
b pemberian hak pakal atas tanah milik orang lain,

ad, a, Pemberian hak guna bangunan,
Mengenal pengertien hak guna bangunan telah dije-
lackan secara singkat dalam uraian terdahulu, Adapun ter-

91bida, he 192
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Jadinya hak guna bangunan, adalah karena pemberian hak

baru atas tansh yang dapat dibedakan sebagal berikut:

8ol

8ele

Hek guna bangunan yang diberikan atas tanah negara.
Berdasarkan pasal 37 buruf a UUPA, hak guna bangun~
an dapat terjadi karena penetapan pemerintah, yang
diberikan oleh inatansi yang berwenang, dengan die
terbitkan suatu surat keputusan pemberian hak,
Adapun tanah yang diberikan hak guna bangunon ber-
dasarkan penetapan pemerintah tersebut dapat berupa:
a.1.1, tanah negara (tanah yang langsung dikuasai
oleh Kegara);
a,1.,2, tanah yang dikuasai oleh pemohon dengen pene=-
tapan porubahan hak, misalnya hak pekal;
Instansl yang bervenang memberikan hak guna bangun-
an, yang meliputi juga pembaharuan hak serta perpon-
jangan jangka waktunya tersebut, berdasarkan Peratur-
an Henteri Dalan Hegerl no. 1 tahun 1967 ialah Men-
teri Dalan Fegeri/Dirjen., Agraria, apabila luan ta-
nahnya 1.000 o lebih dengan jangka waktu 20 tehun.
Gubornur/Kepala Inspeksi Agraria, apahil# luas ta-
aah kurang dari 1.000 na dengan jangka vaktu kurang
dari 20 tahun, Dalan peristiva ini tidek diporlukan
akta yong dibuat oleh PPAT,
Hok guna bangunan yang diberikan atas tanah hok ci-
1ik, Berdasarkan posal 37 huruf b UUPA, hek guna
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bangunan ini terjadi karena adanya perjanjian an-
tara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihsk
yang menghendaki hak guna bangunan tersebut, Seba-
gaimana telah ditetapkan dalam pasal 19 PP no, 10
th, 1961, maka perjenjian yang diadskan dengan mak-
sud untuk menciptakan hak tersebut haruslah berben=-
tuk akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan
PPAT,

ad, b, Pemberian hak pakal atas tansh milik orang lain,
Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 1 UUPA, maka

hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut
hasil dari tanah yang langsung dikuasai ocleh negara atau
tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan ke-
wajibon yang diberikan dalam keputusan pemberiannya atau
dalam perjanjian dengan pemilik tanzhnya, yang bukan per-
janjian sewa menyewa atgu perjanjian pengolahan tanah,
Hok pakai dari tanash yang dikuasai oleh negara, diberi-
kan dengan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh pejabat
yang berwenang, sedangkan hak pekel yang diperoleh dari
pemilik tanah, dibuat dengan suatu perjanjian antera pe-
milik tanah dan penerima hak,

Karena tidak ditentukan bentuknys, maka perjanjian .

itu dapat diadakan secara tertulis (dengan akta no=

taris atau di bawah tangan), tetapi dapat juga se-

cara lisan,
Perbuatan hukum tersebut tidak termasuk golongan

PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

67

yang harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT,20

3. Menggadadlkan Tansh
Pengertian gadai tanah, adalsh merupakan perbuat-

an hukum antara pemilik tansh dengan orang lain yang te-
lah menyerahkan sejumlah uang (disebut pemegang gadai),

kepadanya dengan hak untuk menguasai tsnah tersebut se-

lama pemilik tanah belum mengembalikan uang gadai terse-
but (penebusan), Hanya tanah hak milik yang dapat dige-

daikan.

Yang dimsksud dengan penguasaan tanah, berarti
pemegang gadal berwenang untuk mempergunakan dan menge-
ambil manfaat dari tanah tersebut. Misalnya hak gadai
dapat dibebani dengan hak-hak tanah lainnya, menyevwakan,
membagi hasilkan tanahnya kepada pihak lain, Eak gadai
tidzk menjadi hapus Jika miselnya hak atas tanahnya di-
alihkan kepada orang lain, Untuk membuktikan perbuatan
hukum tersetmt, harus dibuatkan akta yang dibuat oleh
dan di hadapan PPAT. Juga apabila terjedi peralihsan hek
gadai, yang harus dilakuksn dengan persetujuan pemilik-
nya, dan berarti pula putusnya hubungan gadai antara pe-
mllik dan pemegang gadeai yang pertama, maka untuk bukti

201pid,, h. 288.
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adanya hubungan gadal baru antara pemilik dan pemegang
gadal ini harus dibuatkan akta PPAT. Apabila pemegeng ga-
dal meninggal dunia, maka hok gadainya beralih kepada
ahli warisnya.

Khusus untuk gadal tanah pertanian, berdasarkan
pasal ? UU no. 56 Prp. tahun 1960 jangka waktu gadai ter-
sebut ditetapkan paling lama 7 tahun. Setelah berlangsung
7 tahun maka hubungan gadal tersebut berakhir dan tanah-
nya wajib dikembalikan kepada pemilik tanpa pembayaran
nang tebusan, dalam jangka waktu 1 bulan setelah taraman
yang ada selesal dipanen,

Akan tetapi meskipun berlangsungnya gadai tersebut
kurang dari 7 tahun, pemilik tansh berhak memintanya kem-
bali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesal dipa-
nen, dengan membayar uang tebusan yang hesarnya diperhi-
tungkan dengan rumusan sebagai berikut:

(7 + ¥) - waktu herlangsungnya hak gedai wang gadai.

Tanah sebagai jaminan pembayaran hutang, mengan-
dung pengertian bahwa tanah yang tertentu, oleh yang ber-
hak menjaminkan tansgh tersebut disedliakan secara khusus
kepada kreditur untuk lebih meyakinkan kreditur bahwa

hutang tertentu dari seorang debitur akan dilunasi pada

L4
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.saat yang diperjanjikan. Jika debitur mengingkari jan-

Jjinya, maka kreditur berhak menjual tansh itu dan meng-
ambil uang hasil penjualannya untuk diperhitungkan se-
bagai pembayaran hutangnya.

Dalam pasal 25, 33, dan 39 UUPA ditetapkan bahwa
tanah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan
dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tang=-
gungan, Dengan demikian berartl hak atas tanah lainnyas,
karena tidak disebut dan UUPA, tidaek dapat dijadikan
obyek hak jeminan tersebut.

Dari ketentuan pasal 23 jo pasal 19 UUPA, dapat
disimpulkan bahwa hak tanggungan tersebut harus didaf-
tar., Pendaftaran itu merupakan alat bukti yang kuat nme-
ngenal sabhnya pembebanan hak milik, hak guna usaha, dan
hak guna bangunan yang bersangkutan dengan hek tanggung-
an tersebut, Adapun tata cara pembebanan hak tanggungan
yang dimaksud diatur dalam pasal-pasal 19, 22, dan 25
PP no, 10 th. 1961.

Ketentuan~ketentuan lain mengenai hek tanggungan
berdasarkan pasal 51 UUPA, akan diatur ¢oleh undang-un=-
dang, Dengar demikian maka selsama undang-undang terse-
but belum ada, berdasarkan pasal 57 UUPA, yang berlaku
ialah ketentuan mengenai hipotik tersebut dalam KUHPer-
data Indonesia dan credietverband tersebut dalam S. 1908~

542 sebpgaimana yang teleh diubah dengan S. 1937-190.
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Selanjutnya dalam kertas kerja pada Seminar Hi-
potik dan Lembega Jaminsn lainnya yang fiselenggarakan
oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional Departemen Kew
hakiman bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah
Mada di Jogjakarta tanggal 28 Juli 1977, Boedi Harsono,
S.HE, mengemukakan pandangsnnya sebagai berikut: Dihue
bungkan dengan diktum no. 4 UUPA, yang mencabut 'Buku
Ke IT Kitab Undang~undang Hukum Perdata Indonesia, se~
panjang yang mengenai bumi, air serta kekaysan alam yang
terkandung di delamnya, kecuali ketentuan-ketentuan me~-
ngenal hipotik yang masih berlaku pada mulai berlskunya
undang-undang ini", maka hingga kini setahu kemi, baik
kelangan pemerintah, perbankan, maupun para sarjana hu-
kum, yang menarvh minat terhadap masalah tanah sebagal
Jaminsn hutang, berpendapaP bahwa sesudah terjadinya
perombakan mengenai hukum tanah kita oleh UUPA, lembaga
hipotik dan credietverband masih tetap ada dan dipergu-
nakan selama undang-undang mengenai hak tanggungan yang
dimaksud dalam pasal 51 UUPA belum terbentuk.

Berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri
Agreria no, 2 tahun 1960 yang mengatur pelaksanaan kon-
versi, hanya tansh hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan yang berasal dari konversi hak-hak barat saja
yang dapat menggunaken peraturan hipotik, sedangkan
credietverband hanya dapat dikenakan terhadep tenah hak
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milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang ber-

asal dari hak-hak lain.

Perbedaan itu diadaken karena tanah-tanah yang
bersangkutan masih didaftar menurut peraturan-peratur-
an yang berlainan, demikisn pula hak jaminannya,

Jika dipergunakan peraturan hipotik dilaksanakan
menurut overshrijving ordonantie 1834, sedangkan
jika dipergunakan peraturan credietverband acara
pembebanannya melalul ketentuan S, 1908-542 dan
Se 1909-584. Setelah semua tanah hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan didaftar menurut PP
no, 10/1961 dan pembebanannya dengan hipotik mau-
pun credietverband juga diselenggarakan menurut

peraturan tersebut, tidak ada alasan lagi untuk
mengadakan perbedaan,2l ‘

Dengan demikian dengan berlakunya PMA no. 15 th. 1961,
maka ketentuan dalam ﬁasal 26 PMA mo. 2 th, 1960 diha~
puskan,

Perjanjian hipotik dan credietverband adalah
merupakan perjanjian turutan (asessoir) dari suatu per-
janjisn pokok. Perjanjien pokok yang dimsksud adalah
suatu perjanjian hutang piutang., Hutang piuvtangnya sen-
diri boieh jadi sudah ada, mungkin pula belum ada, akan
tetapi perjasnjian hutang piutang tersebut harus sudah
ada, Hal tersebut berarti hipotik atau credietverband
dapat dilesksanakan berdasarkan perjanjian membuka kre-
dit, walaupun kredit belum direalisir, Perjanjian pokok

21Boedi Harsono, S.H., Beber isa H
Agraria II11, Esa, Jekarta, 1978, h. 40.
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‘tersebut tidak harus berbentuk tertentu, bahkan secara

juridis dapat dilekukan secara lisan saja.

Adapun persamaan maupun perbedaean antara-hipotik
dan credietverband, secara garis besar dapat diuraikan
sebagal berikut:

Hipotik maupun credietverband, mempunyai obyek
yang sama, scbagaimana telah diuraikan terdahulu ialeh
hak milik, hak guna ussha, dan hak guna bangunan,

Adapun subyeknya ada dua:

a, Pemberi hipotik/kredietverband, ialah pemegang hak
ataupun kuasenya., Apablila pemegang hak tersebut ada-
lah perorangan, maka yang bersangkutan dapat menanda-
tangani secara langsung surat kuasa notariel sebagei-
mana diatur dalam pasal 1171 KUHPerdata. Apabila pe=-
megang haknya adalah badan hukum, harus pula diper-
hatikan persyaratan dalam AD dan ARTnya;

be Penerima hipotik, dibedakan dengan penerima crediet-
verband. Penerima hipotik:

- orang WNI atau WNA atau badan hukum baik Indonesia
ataupun Asing;
- satu mungkin dua, atau lebih orang atau badan hukum
tersebut;
~ jdentitasnya harus jelas,
Penerima credietverband:

- hanyalah kreditur yang ditunjuk oleh Presiden (Kepres
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14/1973) ialah Bank Negara Indonesia 1946, Bank Bumi
Daya, Bank Dagang Nasional, Bank kspor Impor Indone=~
sia, dan Bank Pembangunan Indonesia (UU no, 2 tahun
1960)«

Junlah yang dijamin baik hipotik maupun crediet-
verband disebutkan sampai jumlah berapa besar hutang
yang pelunasennya ditanggung,.

Pelaksanaan pembebanan hipotik dan credietverband:
a. Pembuatan skta, |

Berdasarkan peraturan Menteri Agraria no., 15 tahun
1961, akta pembebanan (pemberian) hipotik dan crediet-
verband dibuat oleh dan di hadapan PPAT yang daerah ker-
janya meliputi daersh tempat letak tansh yang bersangkut-
an dengan memakai formulir berdasarkan ketentuan Peratur-
an. Menteri Dalam Negeri no. 104/DJA/77 tanggal 6 Agustus
1977 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no, BTU/10/
614/10/77 tanggal 26 Oktober 1977, yang menyatakan bahwa
formulir tersebut boleh diubah yang disesusikan dengan
keperluan bakkan dapat ditambah kertasnya.

Akta tersebut ditandatangani oleh psra debitur
maupun kreditur dengan dua orang saksi dan PPAT sendiri,
dan dibuat sesual dengan jumlah yang diperlukan, masing-
masing untuk PPAT, Kepala KPT dan debitur serta kreditur.
b, Pendaftarasn,

Apabila ekta hipotik/credietverband tersebut telah
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selesai, maka perlu didaftarkan ke KPT setempat, yang
pendaftarannya dapat dilakukan 0leh PPAT, dapat pula
0leh kreditur dengan memberikan tanda penerimaan kepada
KPT. Untuk keperluan pendaftaran tersebut, kepada KPT
perlu diserahkan semua surat/tanda bukti yang diperlu-
kan untuk pembuatan aktae.

Apabila tansh yeng bersangkutan sudah ada serti-
fikatnya, maka sertifikat tersebut harus diserahkan ke~
pada KPT bersama dengan akta pembebanan hipotik/crediet-
verband tersebut, jika tapahnya belum dibukuvkan yang ten=
tunya belum ada sertifikatnya, maka pembebanannya dengan
hipotik/credietverband tersebut dapat dilakukan bersama~
an dengan permintaan untuk pembukuannya (pasal 18 PP no,
10 th. 1961), Untuk keperluan pembukuan tersebut, kepada
Kepala KPT harus disampaikan surat buktl haknya dan ke
terangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat yang ber-
sangkutan, yang membenarkan surat atan surat bukti hak
yang bersangkutan,

Selaln hal tersebut, harus pula diserahkan kepa-
da PPAT surat keterangan Kepala KPT yang menyatakan,
bahwa hak atas tanah tersebut bslum mempunyal sertifi-
kat, Di daerah kecamatan luar kota tempat kedudukan KPT,
surat keterangan Kepala KPT tersebut dapat diganti dengan
pornyataan pemilik tanah yang dikuatkan oleh Kepala Desa

dan seorang anggota pemerintahan desa yang bersangkuten,
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Apabila semua persyaratan telah dicukupi maka
oleh Kepala KPT dibuatkan buku tanahnya, sejak dikeluar-
ken buku tanah tersebut barulah hipotik/credietverband
tersebut dianggap telah lahir,

Adapun biaya-biaya yang ditetapkan untuk pengurus-
an pembebanan hipotik/credietverband tersebut diatur da-
lam pasael 5 Peraturan Menteri Agraria no. 15 tahun 1961:
8. untuk pembuatan skta, PPAT dapat memungut vnang jasa

£% dari besarnys pinjaman dengan minimum Rp. 254~
maximum Rp. 500,=-;

b, apabila dalam pembuatan akta diperlukan saksi-saksi
kepala desa dan anggota pemerintah desa, maka dipu-
ngut vang saksi sehesar 1% dari besarnys pinjaman de-
ngan maximum Rpe 14000,~,

Sedangkan bisya pendaftaran tanahnya berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 41/DDA/ 1969
ditetapkan sebesar % dari besarnya pinjaman. Jika ta-
nahnya belum dibukukan biayanyes ditambah 1% dari taksir-
an harga tersebut, Biaya-biaya tersebut dibebankan ke-
pada debitur,
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BAB V

PERANAN CAMAT SELAKU PPAT DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK-HAK ATAS TANAH, DI
BEBERAPA WILAYAH KERJA PPAT KOTAMADYA SURABAYA

1. Pembuat ta PP

Sebagaimena telah diuraikan dalam bab II sub 3,
bahwa akta PPAT adalah akte otentik yang merupakan alat
pembuktian yang sempurna tentang materi yang dikandung-
nya, serta merupakan alat pembuktian yang kuat tentang
sahnya perbuatan hukum sehubungan dengan transaksi hak-
hak atas tanab.

Dari transsksi yang telah dilaksanakan dengan
pembuatan skta camat PPAT di wilayah Kotamadya Surabaya,
ternyata transeksi Jual beli hak atas tanah mencapal
jumiah 87,40% dari seluruh jumlah akta yang dibuat oleh
camat PPAT dalam periode tahun 1981 sampal dengan tahun
1983, Adspun gambaran tentang jenis transaksi yang akta-
nya dibuatkan oleh notaris FPAT maupun camat PPAT di wi-
layah kerja Kotamadya Surabaya dalam periode tahun ter-
sebut di atas adalah sebagaimana disajikan dalam Daf-
tar T,

Apabila ditinjau lebih lanjut, mska transaksl

76
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Jual beli yang dibuatkan aktanya oleh camat PPAT, jenis
yang terbanyak adalah sebagai pelengkap dari penerbitan
sertifikat tanah hak milik dalam rangka pelaksanaan
PRONA.

Dari segl tata cara pembuatan akta tersebut, di=-
jumpai dua macam cara sebagal berikut: Cara yang perta-
ma, mula-mula sertifikat hak milik diterbitkan atas nama
pemegang tanda bukti hek yang telah memenuhl persyaratan
berdasarken SK Menteri Dalem Negeri no. SK.26/DDA/1970,
sehubungan dengan ketentuan konversi, Pemegang hak ter-
sebut (4), biasanya bukan subyek yang pada saat itu me-
nguasai tanah yang dimaksud, karena {anzhnya sudah dalam
penguacaan B dengan cara peralihan hak berdasarkan oakta
jual beli di bawah tangan yang disahkan oleh kepala desa.
Karena tujuan pelaksanaan PRONA tersebut dimasksudtan agar
sertifikat dapat diterbitkan atas nama B, maka diadakan-
lah penyempurnaan tata cara jual beli antara A dan B de-
ngan menerbkitkan akta jual beli yang dibuat oleh camat
PPAT. Pada prakteknya akta tersebut dibuat tanpa hadir-
nya para pihak di hadapan camat PPAT untuk mendengarkan
pembacaan serta penjelasan tentang isl akta, karena peng-
urusan penyelesaiannya dilekukan sepenuhnya oleh para pee
laksana penyelenggara PRONA tersebut. Penanda tangenan
ckta oleh para pihak cukup dilakukan di hadapan pera pe-
laksana penyelenggara PRONA, behkan dapat dilakukan secara
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terpisah dengan wektu yang berlainan pula, demikian ju-
ga kelengkapan tanda tangon saksi-seksi den skhirnya
pengesahannya ¢0leh camat PPAT,

Rupa=rupanya hal yang dianggap penting delem rang-
kalan pelaksenaan tata administrasi di atas, adalah ter=
bitnya sertifikat hak milik ates nama B, dengan mengabai-
ken ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini memang da-
lam kenyataannya dapat direelisir tepat pada waktunya
ialsh pada peringaten Hari Tani, sebageimana telah di-
targetkan, Tata cara tersebut di atas, dijumpai di Kecaw
motan Tandes dan Wonokromo.

Cara yang kedua, bahwa calon pemegang sertifikat
hak atas taneh tersebut (B), yang pada saat itu telah
menguasal tanahnya, yang pemindahan heknya berdasarkan
akta jual beli di bawvah tangan yang disabhkan oleh kepa~
la desa dengan saksi pamong desa yeng bersangkutan,
Dalam peristiva ini B wajib menyerahkan kepada pelaksa=-
na penyelenggara PRONA:

a, surat pernyataan tentang tanah yang dikuasainya, yang
diketahul oleh kepala desa dan dikuatkan oleh camat;

b. petok pembayaran pajak (petok D), atas nama B;

¢. kartu pembayaran pajak IPEDA s/d tahun yang borsang-
kutan,

Selain itu B juga wajlb menandatangani blanko
kosong yang telah disiapkan oleh petugas berupa:
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4., surat pernyatean tentang tansh yang dikuasainya;

b. permohonan izin untuk mendapatkan pemindahan hak bere
dasarkan PMA no. 14 th. 1961;

¢, surat keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh ca-
mat setempat yang menyatekan bzhwa persil tersebut
ada atau tidak ada bangunannya, tujuan penggunaan
tanahnya, batas-batasnya, serta ada atau tidaknya
pembebanan credietverband/hipotik;

de blanko akta jual beli PPAT yang telah diisl dengan
keterangan tentang subyek serta obyek tanah ysng di=
sertifikatkan tersebut, sebagai pembeli dicantumkan
nama B sedangkan penjualnya adalah A, yakni subyek
pemegang petok D sebelum dipindahkan kepada B.

Cara penandatanganan blanko serta gkta tersebut,
pada garis besarnya adalah sama dengan cara yang perta-
ma di atas, Tata cara yang kedua ini dijumpai di Keca=
matan Sukolilo,

Dari kedua uraian tersebut, yang menarik untuk
dibahas adalah tata cara pembuatsan skta camat PPAT-nya,
yang peda dasarnya telah menyimpang dari ketentuan yang
ada, yang secara jelas telah dicantumkan dalam pasal
terakhir dari blanko akta jJual beli PPAT yang berbunyi:

Demikian akta ini dibuat dihadapan ,.ese AN sceso
sebagal sakei-saksi dhan telah dibacakan dan di mana

perlu dijelaskan oleh kami, maka kemudian akta ini
dibubuhi tanda tangan oleh para penghedap, saksl-
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Dari hasil wawancara dengan para pelsksana pem-

buatan akta tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa

dasar keyakinan para sakel dan camat PPAT untuk menmbue-

buhkan tanda tangan dalam blanko akta Jual beli terse=

but adalah sebagai berikut:

a, Pada tata cara yang pertama.

s telah adanya sertifikat hak atas tanah yang di-

2e

terbitkan atas nama A, dengan demikian A memang
berhak untuk menjual tanah tersebut, sehingga da-
lam akta PPAT dicantumkan nama A gebagai pihak
penjualnya;

telah adanya akta jual beli di bawah tangam anta=-
ra K sebagai penjual dan B sebagal pembeli, akta
tersebut disahkan oleh kepala desa setempat de-
ngan saksi pamong desa, Karema akta Jual beli di
bawah tangan tersebut sudah ada sebelum sertifi-
kat hak milik atas nama A diterbitkan, maka untuk
pengesahan skta PPAT-nya, para petugas dan juga
camat tinggal mencocokkan tanda tangan para pihak
yang tertera dalam kedua akta tersebut;

b. Pada tata cara yang kedua,

1. telah adanya surat pernyataan yang dlanggap seba-

22Depdagri, h. 97.
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gali tanda bukti pemilikan tanah yang dibuat oleh
B, yang dikuatkan oleh kepala desa dan diketahui
oleh camat selaku kepala wilayah kecamatan, yang
dalam urutan proses selanjutnya camat tersebut ju-
ga bertindak sebagai PPAT., Dalam peristiwa di atas
telash terbentuk keyakinan pada diri camat PPAT,
bahwa B yang dalam kenyataannya menguasal tanah
tersebut, pemegang petok D, dan juga sebagal calon
pemegang sertifikat tanah, adalah benar-Benar sue-
byek yang berhak untuk memperoleh sertifikat hak
atas tanah, dengan demikian nama B dicantumkan se-
bagai pihak pembell dalam akta PPAT=nya;

2. telah diterbitkannya akta jual beli di bawah ta-
ngan antara A sebagai penjual, kepada B sebagal
pembell, yang disahkan cleh kepala desa dengan di-
lengkapi kesaksian pamong desa. Kemudian para pe-
tugas dan juga camat PPAT mencocokkan tanda tangan-
nya dengan teraan tanda tangan dalam blanko akta
yang telash disiapkan tersebut,

Dalam peristiwa di atas, menurut penilaian saya
yang kurang tepat ialah, Justru mengapa B sebagai pibak
pembeli yang diwajibkan untuk memiliki surat pernyatasn
pemilikan tansh sebagai disebutkan dalam uraian b.1l.,
dan bukannya A yang bertindak gebagal pihak penjual dae

.lam skta PPAT tersebut? Bagaimana camat PPAT dapat oeng-
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-uji kebenaran materielnya bahwa A memang berhak untuk
menjual tanah yang dimaksud, sedangkan bukti "hak"
yang pernah dimilikinya hanyalah petok D, yang sebe=
narnya hanya merupakan petok pajak buml saja.

Dari kedua macem tata cara pelaksanaan pembuat-
an ekta PPAT yang dikaitkan dengan penerbitan sertifi-
kat tanah dalam rangka pelaksanaan PRONA tersebut, mes-
kipun kedua-duanya menyimpang dari ketentuan yang ber-
laku, saya berpendapat bahwa Cara yang ditempuh di Kee
camatan Wonokromo maupun Tandes tindakan camat PPAT
tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih
terjamin kepastian hukumnya daripada yang dilakukan di
Kecamatan Sukolilo. Karena camat PPAT masih mungkin
mengadakan koreksl berdasarkan hasil penelitiannya,
apaltah A yang pada saat itu sebagai pemegang sertifi-
kat, memang berhak untuk mengalihkan hak atas tanah
tersebut, demikian juga apakah B memang herhak meneri-
ma peralihan hak tersebut. Apabila berdasarkan penelie
tiannya camat PFAT berkesimpulan bahwa masih ada ma=-
teri yang belum terpenuhi, maeka masih mungkin camat
PPAT menolak pembuatan aktanya.

Lain halnya dengan tata cara yang kedua, justru
camatlah yang bertanggung jawab terhadap pernyataan
kebenaran pemilikan tanah oleh A, karena pada saat itu

_ belum ada sertifikat atau bukti laln yang kunat atas
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nama A sebagai pemilik hak atas tanah tersebut, dan ak-
ta PPAT tersebut justru dipakai sebagal salah satu da=-
sar penerbitan sertifikatnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uvraian di atas
bahwa akta jual bell PPAT yang diterbitkan dalam kaitane
nya dengan PRONA tersebut, sebetulnya dibuat hanya une
tuk memenuhi segi formilnya saja, mengingat bahwa dalam
kenyataannya hak atas tanah serta subyek penguasa tanah
tersebut telah beralih sebelumnya, dengan memakal dasar
atau bukti akta jual bell di bawah tangam sebagai mana
telah diuraikan di atas. Dengan demikian maka segi kebe-
naran materiel dari akta camat PPAT tersebut, sepenuh-
nys diserahkan penelitiannya kepada kepala desa yang ber-
sangkutan, Juga secara diam-diam para camat PPAT terse-
but mengaknui adanya transaksi yang dibuat berdasarkan
akta di bawah tangan, meskipun telah diketahui bahwa hal
int merupskan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 43
dan 44 PP no. 10 th. 1961, dengan sankei pidana kurungan
3 bulan atau denda Rp, 10,000,~ bagl yang membuatnyz,

Tinjavan darl segi lain, dari hasil wawancara de-
ngan 29 responden yang memiliki ekta di bawah tangan
semacam uraian di atas, depat disimpulkan bhahwa mereka
beranggapan akta yang mereka miliki adalah merupakan
semacam bukti hak, terlebih agpabila telah berhasil di-

miliki petok D atas namanya, dan pada dasarnya mereka
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.cenderung memilih menghadap kepala desa untuk urusan

juel beli tanahnya daripada menghadap camat selaku PPAT,

Alasen yang dikemukakan, bahwa apabila mengurus
masalah tersebut ke kepala desa lebih gampang, tidak
perlu menyiapkan kelengkapan surat-surat keterangan dan
atau pernyataan lainnya, cukup dengan bukti petok D yang
dipegang pihak penjual, meka akta di bawah tangan yang
dibuat telah dapat disahkan oleh kepala desa yang ber-
sangkutan, dalam peristiwa ini saya menilal bahwa kepa-
la desa tersebut kurang sekali melakukan penelitian atas
obyek maupun subyek jual bell tersebut,

Penilaian positip yang dapat diberikan dari peris-
tiwa di atas, membuktiken bahwa camat PPAT selalu memin-
ta kelengkapan sebagaimana persyaratan mengharuskan, ju-
ga mengadakan penelitian yang cukup terhadap obyek mau-
pun subyek jual beli tersebut, yang berarti para camat
masih memegang peraturan-peraturan yang telah ditetap-
kan.‘Dd lain pihak dari segi negatipnya hal yang dikha-
watirkan adalah belwma tertanamnya pengertian yang benar
di dalam lingkungan masyarakat tentang pentingnya nilail
akta PPAT dalam peralihsn hak atas tanah. Selain akta
di bawah tangan yang kurang menjamin kepastian hukum,
juga akibat lainnya tanpa akta PPAT tidak mungkin di-
terbitkan sertifikat tanah atas nama penerima hak yang

baru,
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Mengenal akta lalnnya yang dibuat oleh para ca-
mat PPAT, yang berupa akta jual bell (bukan sebagai pe-
lengkap PRONA), akta hibah, akta pembagian waris, telah
dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlsku, baik
dari segi penelitian tentang hak atas tanah dari segi
subyek maupun ¢byeknya, adanya hak untuk memindahkannya,
demiklian juga tentang adanya hak dari penerimanya.

Penghadapan pars pihak, kehadiran para saksi ser-
ta tatacaras pembacaan maupun penanda tanganan akta telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga
pembuatan dan pelaporan daftar akta cukup diperhatikan
oleh para camat PPAT.,

Kemball pada penelahan daftar akta PPAT, pada
daftar tabel I, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu
antara tahun 1981 sampai tahun 1983, oleh camat PPAT di
Kotamadya Surabaya telah diterbitkan akta hibah sejumlah
26 buah, pembagian waris 3 buah, jual beli 201 buah, Be-
dangkan akta credietverband maupun hipotik tidak d4ijum=-
pal. Tentang akta credietverband tersebut, sebagal hasil
wvawancara dengan pihak Bank Bumi Daya Surabaya, dapat
diuralkan hal sebagal berikut.

Pemegang prekarsa penerbitan akta credietverband
selalu datang dari plhsk bank, dan ternyata pihak bank
memilih Jasa notaris PPAT dan bukannya camat PPAT untuk

membuat akta pembebanan hak tersebut. Hal ini ditempuh
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Hengan'pertimbangan bahwa sebagal badan usaha pelayanan
Jasa, bank mengingirkan penyelesaian yang cepat dan.BQk-
sama dalam pengurusan transaksl-transaksi dengan para

nasabahnya. Juga letsk kantor notaris yang biasanya ree
latip berdekatan dengan kantor bank, memperlancar penye-

" lesaian urusan mereka, Kedug faktor tersebut dinilai oleh

plhak bank belum dimiliki oleh camat PPAT,

Hal lain yang menimbulkan penilaian positip, bah-
wa selama ini belum pernah timbul sengketa dengan para
nasabahnya yang disebabkan karena ketidaksempurnaan akta
notaria yang diterbitkan. Dengan demikian sampai saat ini
pihak bank masih tetap memllih memakal Jasa notaris PPAT,.

| Apabila ditilik dari pandangan sepintas, meka pem-
buatan akta PPAT dalam kenyataannya hanyalah merupakan
pekerjaan pengisian blanko akta yang telah dipersiapkan
sebagaimana uraian di halaman 32, berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri no. SK.104/DJA/1977 dan SK, 62/DJA/
1978 serta surat Mendagri tanggal 27 Oktober 1977, 20.
Btv.10/614/10~77, dengan contoh blanko tersebut terlame
plr. Akan tetapl sesungguhnya makna yang penting dari
pembuatan akta tersebut ialah menciptakan alat bukti
tentang perbuatan hukum sehubungan dengan transaksi hak-
hak atas tanah, dengan tujuan untuk menjamin kepastian
hukum bagi pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan.

Darl uraian yang telah dikemukakan tentang prak=-
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tek pelaksanaan pembuatan akta PPAT, maka masaleh yang
menuntut tanggung jawab yang besar ialah pengujian kebe-
naran materi tentang transakel sehubungan dengan hak~hak
atas tanah tersebut, yang nantinya akan ditvengken da=
lam blanko naskah akta yeng telah tersedia. Sedangkan
pemenuban persyaratan formlilnya, dengan telah dibekukan-
nya blanko skta sebagaimana ketentuan yang ada, maka ta-
ta cara pengesahannya bukan merupakan hal yang sulit un-
tuk dilaksanakan.

2. Perapnan Cemat PPAL

Darl seluruk skta PPAT yang diterbitkan di Kota-
madya Surabaya delam tahun 1981 s/d 1984, sejumlah 7.583
buah akta, bagian gkta yang diterbitkan oleh camat PPAT
hanya mencapal 3% saja, terdiri dari skta jual beli 201
buah, akta hibah 26 buah, dan akta pembagian waris 3 bu-
ah. Selebihnya yang terdiri dari 97% adalah merupaken
ekta yang diterbitkan oleh notaris PPAT, ekta jual belli
mencapai 6,005 buah, skta hibah 565 buah, ekta crediet-
verband 105 buah, akta pembagian waris 312 buah, dan ak=-
ta hipotik 366 buah.

Ditinjau dari penampllan angka-angka tersebut di
atas, dapat ditarik kesimpulan secara garis besar, bahwa
masyarakat kota Surabaya yang teleh memahami pentingnya
akta PPAT cenderung lebih banyak yang memilih noteris
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PPAT daripada camat PPAT untuk membuatkan skta transalk-
8l sehubungan dengan hsek-hak atas tanahnya.

Kesimpulan yang saya peroleh dari hasil wawanca-
ra maupun jawaban dari daftar pertanyaan yang saya aju-
kan kepada beberapa camat gerta pembantunya di Kotamadya
Surabaya, bahwa ditilik dari waktu yang tersedia bagi
para camat ternyata relatip sangat terbatas untuk meng-
urus masalah akta PPAT. Hal tersebut dapat dimeklumi
mengingat sebagal plmpinan tertinggl dalam wilayah keca-
maten, para camat tersebut dibebani berbagal tugas yang
cukup banysk dalam melsksanakan fungsl pemerintahan; de~
ngan demikian berakibat menjadi lambatnya penyelesaian
akta PPAT yang Jjuga merupakan tugas dan tanggung jawab-
nya,

Dalam praktek pelakssnaan tugas sehari-hari, bia=-
sanya para camat menunjuk pembantu untuk menyiapkan pem-
buatan akta-akta tersebut, Pembantu tadi bukan sekali-
kali bertindak sebagal wakilnya, akan tetapi hanya ber-
tuges untuk memberikan petunjuk-~petuniuk kepada para pi=-
hak yang akan mengadakan transaksi sehubungan dengan
hek~hsk atas tanahnya, kemudian menyiapkan konsep nas-
kah gkta tersebut, Camat PPAT yang kemudian akan meng-
adaksn penelitian leblh jauh, menguji kebenaran ketew
rangan yang ada dan akhirnya menerbltkan akta PPAT se-
sual dengen tata cara yang berlaku.

Penun jukan pembantu tersebut, hendeknya dilakukan
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.dengan cukup @aksama, utamanya perlu ditekanksn pemba~
tasan tugas serta wewenangnya. Hal tersebut saya kemu-
kaekan, mengingat bahwa telah pernah terjadl gugatan se-
hubungan dengan terbitnya Akta Jual Beli Camat PPAT Tan-
des no. 322-Agr.-1981 tertanggal 14 Mei 198i, yang di-
ajukan ke sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tang-
gal 18 September 1984, Pihak penjual digugat karena di-
anggap tidak berhak untuk menjual tanah yang bersangkut-
an.

Dalam kasus ini hakim menilai bahwa Camat PPAT
Tandes terlalu percaya kepada Kepala Desa Putat Gede,
yang telah ditunjuknya untuk membantu pembuatan akta
tersebut., Kepercayaan yang diberikan demikian luasnya,
sehingga Camaf PPAT tidek lagl mengadakan penelitian
terhadap materi yang dikandung di dalamnya, pada hal se=-
betulnya pihak penjual tidak berhak untuk mengalihkan
hak atas tanah tersebut. Karena kemudian camat PPAT
Tandes menerbitkan atau mengesahkan aktanya, maka lahir-
lah sebuah akta PPAT yang formil sah, akan tetapi ter-
dapat cacat dalam materinya, Akibat selanjutnya ialah
terjadinya ketidakpastian hukum mengenal kedudukan obyek
maupun subyeknya dalam peralihan hak atas tanah tersebut.

Kembali kepada masalah keterbatasan waktu yang
dimiliki oleh para camat PPAT untuk mengurus tugasnya,

meskipun akhirnya mereka menunjuk pembantu, akan tetapl
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masih juga dirasakan adanya kelambatan dalam menyelesai=-
kan akta-akta tersebut, sehingga terdapatlah kecenderung-
an bagl masyarakat yang memerlukannya untuk meminta ja-
sa kepada para notaris PPAT,

Sebagal gambaran, berdasarkan sajian angka dalam
daftar I, tercatat adanya transaksi sejumlaeh rata-rata
8 kali sehari yang ditangani oleh notaris PPAT bersama-
sama dengan camat PPAT, akan tetapi dari jumlah terse-
but hanya terjadi 1 kali dalam jangka waktu 4 harl yang.
ditangani oleh camat PPAT.

Tanggapan para camat dalam masalah ini, sebagai
kesimpulan dari wawancara dapat dikemukakan bahwa pada
dasarnya kehadiran notaris PPAT mendapat tanggapan yang
sangat positip, Mereka menilai bahwa jasa yang diberi=-
kan oleh para notaris PPAT telah memperlancar pelayan-
an PPAT pada umumnya terhadap kebutuhan masyarakat da-
lam melaksanekan transaksi sehubungan dengan hak-hak
atas tanahnya. Namun demikian, pandangan dari sisi yang
lain, dengan adznya transaksi-transaksi yang dibuatkan
sktanya oleh notaris PPAT tersebut, menyebabkan para
camat kehilangan pengamatan atas sebagian dari status
tenah dalam wilayshnya, karena perpindahan hak atau
perbuatan hukum leinnya yang dilekukan oleh warga ma-
syarskatnya tidak seluruhnya dapat diikuti oleh camat

yang bersangkutan,
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Terhadap masalah ini, timbul gagasan sgar dimung-
kinkan untuk pembenfukan suatu koordinasi informasi ten-
tang peralihan hak £ersebut antara camat dan notaris
PPAT, Diharapkan bahwa bentuk koordinasi tersebut dapat.
diatur oled Kantor Agraria Kotamadya Surabaya.

Meskipun dalam jumlah akta PPAT yang diterbitkan
oleh camat relatip masih sedikit dibandingkan dengan ek=
ta yang diterbitkan oleh notaris PPAT, aken tetapi ca=-
mat PPAT mempunyal peranan yang besar dalam meningkat-
kan kesadaran hukum masyarakat, yang jJuga merupakan upa-
ya untuk menjamin kepastian hukum bagl para pemilik hak-
hak atas tanah di dalam wilayah kerjanya. Hal ini dapat
dileksanakan karena camat dalam fungsi gandanya sebagai
PPAT maupun sebagai kepale wilayah kecamatan, dapat mem=
berikan motivasl kepada masyarakat tentang pentingnya
kepar tian hukum bagi para pemilik hak atas tanahnya,
yang antara lain melalui pensertifikatan tanah, maupun
permohonan hak atas tanah negara yang mereka kuasai,
Juga tata cara perelihan hak tersebut. Dalam fungsinya
ini pula camat dapat memberikan pengarahan yang efektip
baik kepada masyarakat, utamanya kepada para kepala de-
sa, untuk menghindari terbitnya akta di bawah tangan
sehubungan dengan transaksi tentang hak=hsk atas tanah
yang dllakukannya, karena sampei saat ini hal tersebut

mesih dianggap benar oleh sebagian besar masyarakat.

PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



Skripsi

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

92

Bertolak dari anggapan masyaraskat ini pulalah,
serta melihat suatu kenyataan kepesatan periuvasan kota
Surabaya, ditinjau dari pertambahan areal industri, pue
sat perdagangan serta pemukiman, bukan saja yang dike-
lola oleh real estate, KPR BTN, maupun PERUMNAS, akan
tetapi lebih-lebih dengan tumbuhnya pemukiman serta
tempat=tempat usaha di daerah kecamatan pinggiran kota,
Juga apabila diperhatikan adanya iklan penawaran pen=-
jualan tanah dan rumah yang dimuat di surat kabar-surat.
kebar di Surabaya, akan dijumpal tidak kurang dari 50
penawaran setiap harinya, Dari hal di atas, maeka saya
sampal kepada suatu asumsi bahwa tentu masih banyak la-
gl transaksi-transaksi sehubungan dengan hak-hak atas
tanah yang dilakukan tanpa melaluil Jasa PPAT. Memang
hal tersebut sulit untuk diperoleh data konkritnya meng-
ingat belum ada badan atau lembaga yang dapat memonitore
nya.

Timbulnya peristiwa di atas, tentunya merupakan
gejala yang kurang menguntungkan dipandang dari kepas-
tian hukum, dan merupaken salah satu tugas camat PPAT
dalam fungsli gandanya tersebut untuk secara aktip meme
berikan pengertian yang benar kepada warganya tentang
peraturan-peraturan keagrariaan. Untuk mendukung keber-
hasilan tugas tersebut, tentunya pengetahuan tentang mae

selah keagrariaan pada umumnya, serta tentang tugas tang-

PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



Skripsi

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

93

. gung jJawab PPAT khususnya, seyogianya dapat dikuasal

oleh para camat dengan baik,

Pengotahuan dasar tentang masalah agraria di-
peroleh para camat dari pendidikan formal, misalnya
APDN, IIP, serta berasal juga dari pengalaman kerja
wektu menjabat sebagal kepala kantor kecamatan dan
Atau mantri polisl pamong praja. Pengetahuan tersebut
terus ditingkatkan dengan mengikuti penataran=-penatar-
an yang diselenggarakan oleh Kantor Agraria, Karena sa=-
lah satu tugas yang penting darl para camat PPAT ialah
membuat gkta transeksi, maka saya berpendapat, selain
pengetahuan tentang masalah keagrariaan tersebut, hen-
daknya juga dipahami pengetahuan tentang akta yang ber-
sunber darl Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga pe~
mehaman kedudukan pejabat umum di bidang hukum privat,

Pokok pengertian yang mendasar untuk sahnya se=
buah akta, maka seluruh ketentuan persyaratannya harus
dipenuhi, Apabila tidak, maka akta tersebut akan batal
menurut hukum, walaupun secara formal akta tadi dapat
saja diterbitkan oleh PPAT, karena yang bersangkutan
memang berwenang untuk menerbitkannya. Akan tetapi, apa-
bila kemudian akta tersebut dipakal sebagal dasar untuk
menerbitkan sertifikat, yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang untuk itu, maka bukan berarti bahva akta
tersebut tidak dapat dibatalkan. Dengan demikian maka
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kepastien hukum senantiasa goyah dan tujuannya pun men-
jadi tidak tercapai, demikian pula maksud dari para pi-
hak untuk menjadikan skta tersebut sebagai alat bukti
yang sempurna tentang transaksi yang dibuatnya juga ti=-
dek akan terwujud.

Selain hal di' atas, dalam hukum administrasi di-
kenal adanya ketentuan, bahwa untuk sahnya suatu kete=-
tapan, maka ketetapan tersebut harus dibuat oleh organ
atau pejabat yang berwenang untuk itu., Apabila ketetap~
an tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang,
maka ketetapan itu batal demi hukum, dengan akibat ke=
tetapan tadi tidak mengikat siapapun, yang berarti pula
bahwa tidak ads kewajiban bagi siapapun untuk mematuhi-
nya, Demikian juga halnya dengan ekta PPAT yang tidak
memenuhl syarat.

Dari uraian di atas, dapat dipahami betapa besar
peran PPAT dalam menumbuhkan pemahaman hukum demi tere
capainya kepastian hukum dalam tindakannya, Selain ber-
tindak tertib, dengan selalu memakal landasan perature
an hukum yang berlaku, para camat juga selalu berupaysa
menenamkan pengertian hukum tersebut kepada warganya
maupun para aparat bawahannya yang menangani akta, baik
para pembantunysa, para kepala desa, juga para pamong
desa lainnya. Dengan demikian maka tindakan para aparat

tersebut aksn senantiasa berlandaskan kepada peraturan
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-hukum yang benar, yang tentu akan membuahkan kepasti-

an hukum bagl para pemegang hak-hek atas tanah yang
mengadakan transaksi.

Harus diakui bahwa dalam pengertian tertentu
peranan camat PPAT dalam mewujudkan kepastian hukum ba-
gl para pemegang hak atas tanah, sebagaimana uraian di
atas tidask dapat dilakukan oleh notaris PPAT, karena
mereka tidak mempunyai fungsi ganda sebagaimana yang
dimiliki oleh para camat PPAT.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-urgian tentang peranan camat selaku
PPAT dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum di bebe-
rapa wilayah kecamatan Kotamedya Surabaya dalam bab-
bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan serta di-
ajukan saran sebagai berikut.

1. Kegimpulan
PPAT, ialah pejabat umum yang diangkat dan di-

berhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (PMD no. 2 th.
1977 pasal 2 ayat 1), yang berwenang membuat dan menan=
datangani akta tanah dalam hal memindahkan hak atas ta-
nah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan ta-
nah, meminjam wang dengan hak atas tanah sebagai tang-
gungan, terhadap mereka yang menghendakl adanya skta
sebagai bukti, serta menyelenggarakan administrasinya
sebageimana ditentukan dan diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan (PP no. 10 th, 1960 den PMA no, 10
th. 1961),

Yang dapat diangkat sebagai PPAT, ialah mereka
yang dinyatakan telah lulus dari ujiasn yang diselenge
garakan oleh Panitia Ujian PPAT, sebagai berikut: nota-

96
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ris, wakil notaris yang diangkat oleh Departemen Kehae-
"kiman, bekas pegawal tehnis Direktorat Jenderal Agra=-
ria, sarjana hukum bekas pegawal negeri, bekas pegawai
pamong praja yang pernah menjabat sebagal PPAT sewaktu
bertugas menjadi camat; ketentuan tersebut berdasar
Keputusan Menteri Dalam Negerdi no, SK.19/DDA/1971,

Camat PPAT, ialah pejabat pembuat akta tanah
yang dibebaskan dan dikecualikan dari persyaratan uji-
an tersebut, Salama dalam suatu wilayah kecamatan belum
diangkat seorang PPAT, maka camat karena jabatannya di-
angkat sebagal PPAT sémentara, kebi jakan yang ditempuh
selanjutnya, meskipun dalam wilayah kecamatan tersebut
telah diangkat pejabat PPAT, akan tetapi camat yang
bersangkutan tetap menjadi PPAT sementaré; ketentuan
tersebut berdasarkan pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 PMA no,
10 th, 1961, Surat Menteri Pertenian dan Agraria no.,
Unda,1/2/8, tanggal 21 April 1962.

Wilayah kerja PPAT, pada dasarnya untuk setiap
kecematan diangkat seorang PPAT, akan tetapi berdasar-
kan usul dari Kepala KPT, dapat ditetapkan beberapa
kecamatan menjadi wilayah kerja bagi lebih dari seorang
PPAT, Seorang PPAT dengan seizin Dir.Jen. Agraria dapat
membuat akta mengenai tanah yang tidak terletak di da=-
lam wilayah kerjanya, misalnya dalam hal terjadi pembe-
banan beberapa bidang tansh dengan hipotik yang terletak
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dl beberapa kecamatan, ketentuan tersebut bherdasarkan

pasal 1 dan 2 PMA no. 10 th, 1961,

Camat, karena tugas dan kewajibannya, bukan saja
berfungsi sebagal PPAT, akan tetapi Jjuga sebagal Kepala
Wilayah Kecamatan yang merupakan penguasa tunggal di
daerahnya, adalah pemegang peran yang besar dalam upa-
y&a mewujudkan kepastiarn hukum begi masyarakat warganya,
yang merupaskan pemegang hak=-hak atas tansah,

Notaris PPAT, dan atau PPAT lainnya yang diang-
kat di dalam wilayah kerja seorang camat, sangat meme-
bantu penyelesaian tugas camat selasku PPAT, hanya saja
dalam peristiwa ini dirasa perlu adanya suatu lembaga
koordinasl informasi camat PPAT dan Notaris PPAT, se~
hingga camat sebagail kepala wilayah dapat mengikutl mu-
tgsi tentang status tanah di wilayahnya.

2.§arﬂn
Camat PPAT di Surabaya, yang karena Jabatan rang-

kapnya mempunyai peluang serta potensi yang besar untuk
membantu terwujudnya kepastian hukum bagi para pemegang
hak atas tanah di dalam wilayah kerjanya, sedangkan un-
tuk melaksanakannya diperlukan landasan pengetahuan ser-
ta status yang memadai, sehubungan dengan hal tersebut
meka perlu adanya:

Peningkatan pengetahuan tentang masalalh keagra-

‘riaan serta pengetahuan hukum pada umumnya, serta pem=-
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@uatan akta pada kKhususnya, bimbingan yang intensip ke-
arak hal di atas, dapat dilaksanakan oleh pihak Agra=-
ria dan Departemen Kehakiman, dengan menyelenggarakan
ujian~ujian pada setliap skhir tahapan bimbingan terse-
but, sehingga diharapkan pengetahuan yang dimiliki oleh
camat PPAT menjadi setaraf dengan PPAT lainnya.

Bimbingan tersebut tidak saja diberikan kepada
para camat, akan tetapi juga kepada para pembantunya,
yang meskipun kedudukannya di luar ketentuan yang ada,
akan tetapi perlu diakul kepentingannya mengingat ke-
slbukan kerja camat sebagal kepala wilayah yang hanya
dapat menyediakan waktu yang sangat terbatas ﬁntuk meng=
urusi secara langsung persiapan pembuatan akta PPAT, tu~
Jjuan pokok diadakannya bimbingan tersebut, diharapkan
agar para pembantu tersebut dapat bertindak sebagal pe~
nyuluk maupun penasihat hukum bagli para warga masyara-
kat yang akan mengadakan transaksl sehubunmgan dengan
hak-hak atas tanahnya.

Mengukuhkan status camat sebagai PPAT dan bukan
sebagai PPAT sementara {PMA no. 10 th. 1961 pasal 5
ayat 1) karena ketentuan tersebut telah berjalen sela~
ma 23 tahun tanpa ada peninjauan kembali, sedangkan
peranan camat cukup besar sebagaimana diuraikan di atas,
dengan syarat bahwa pengetahuan tentang masalah PPAT
yang dikuasainya telah setaraf dengan PPAT lainnya,

PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

100

DAPTAR POIZURTIN /74 P, P, L. D, L0RLIADYSA  SURLDLAY: TPLNIME 1¢81/7963 %)

3
‘ ' - : ' ' 'l PERIIDLT tG TEREOILE
_— - » kil b7 AV , . T s T - fyrTIYS . e m e - - . e
v 2 & I & % ! JERIS ALTA ' QUHUN 1981 'OTAYUN 1982 RARIW 1983 ' J U ID L AH'  JUNLLH ' JUITLLH
. , . t ' ' 1 I / T t IiTT
To /AITh CAUAT Z2.T v Jual bell : 49 ’ 37 ' 115 1 201 - ' 87,40 % ¢ 2,65 <
' Hiban : £ ' 5 ' i3 Y26 Y i0,30% ' 0,35 %
t Credietvebdznd ! — ' - . 1 - ' _ 1 ~ : t -
‘ " Pembagion VUaris ' B ! G ' 3 ' 3 ' 1,305 ' 0,05 %
' Hywvoteelk ' - ' L. ' - ' - ' _ ' _

JUITAE T ‘ ' 57 ¢ 42 ' 131 ' 230 Yo % v 3,00 ¢

~n
o™y
-

~a

\O

- .
~t

N

~n

3

IT NCA RCTLRIS FELIT Y Juzl beli ' 1450 . - 1705 ' 2850 * 6005 ' 81,70 E
t* Zibah ' 235 ' 120 ' £10 ' 565 ' 7,705 v 7,45 ¢
' Crediet Verpznd ' 31 e 3 y 36 ! 105 ' 1,40 & * 1,35 <
' Fembazgizn igris . 161 s o7 b > * 312 ' 4,20 % ! 4,15 §-
£,8

-
L Y
w
~n
L

N
~
A

366 ! 5,00

-

t  Hypoteel d 86" L 66 s

~n
(YR
-~
)
-~
RN

IULILLE IT ' ' 1052 ' 2026 1 3365 r 7353 100

TITLOUILiE 2ITo Coil0 v Juzl beli ' 1429 ' 1742 vt 2865 ' 6206 ' v 81,80 3%
+. 0TS Fras ' Hibah ' 243 ' 125 v 223 ' 581 7,80 %

' Grediet Verbsond ' 31 ' 35 ' 36 ' 105 ' : ' ;40

' Pembpzian Wuric ! it ' G1 ' 57 ! 315 ' o £,15 ¢

! ::ypote?k ' £5 Y 65 ! 215 ! 3CE. t ' 2,65 7

-

cllLAEn IIZ ' ' 2019 ! 2058 ! 3496 ' 7583 ¢ ' 100 ik

#) Datg feri zoTer Lororiz Dotar Surco

(\_ l
)

3
=
W)

Skripsi PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

101

. DAFTAR WAWANCARA (RESPONDEN DAN WAKTUNYA)

A, Wawancara dilekukan dengan Camat PPAT, Pembantu Ca-
mat, Bank Bumidaya Cabang Swandayani, dan Ka., Kan

Agraria KMS,
1+ Dasar dilokukapnya wawancara:

Surat keterangan untuk melakukan Survey/Research
(Izin) dari Direktorat Sosial Politik Dati I Ja-
wa Timur no. 072/4596/330/1984, tgl. 4 Oktober
1984, yang diterbitkan berdasarkan:

Surat Pembantu Dekan I, Fakultas Bukum Universi-
tas Airlangga, no. 2148/PT.03.4/N/84, tgl. 18
September 1984,

Surat Walikotamadya KDH Tk, II Surabaya,
no, 072/1796/411/84, tgl. 25 September 1984,

Surat Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur,
no. 072/33/320/1984, tgl, 27 September 1984,

Surat Pimpinan Bank Bumidaya Cabang Swandayani
Surabaya, no, PERS/421/84, tgl. 27 September 1984,

Surat Keterangan Walikotamadya KDH Tk, II Sura=-
baya, no. 072/1886/411,81/1984, tgl. 4 Oktober
1984,

2. Pelakganaan wawapcara:
Di Kecamatan Sukolilo : tgl. 6, 8 Oktober 1984;
Rungkut ¢ tgl, 11 Oktober 1984;
Gubeng : tgl., 10, 12 Oktober 1984;
Tegalsari : tgl. 15, 18 Oktober 1984;
Bubutan : tgl., 22 Oktober 1984;
Tandes : tgl. 27, 29, 30 Oktober
1984, 1, 5 November 1984,
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Bank Bumi Daya Swandayani: tgl. 13 November 1984;
: tgl. 14, 19 November

1984,

Kantor Agraria KMS

B. Wawancara dilakukan dengan para pemilik petok D dan
atau pemegang surat perjanjian jual beli di bawah
tangan,

1. Sdr, Soemarno

2
e

ks
54
6.
74
8.

9.
10.
1.

12,
13,
14,
15
16.
17,

18,

19,

Sdr.
Sdr,

Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr,
Sdr,

Sdr,
Sdr,
Sdr.

Sdar.
Sdr,
Sdr,
Sdr.,
Sdr,
Sdr,
Sdro

Sdr,

Soehartoyo

Yoesoef Syarifudin

Kastolan
Kasah Djarsono
Ismari

Isman

Soedarto

Sarwo
Sisnawan
Moerdianto

Wijianto

M.H. Widodo
M, Tampubolon
Soewarno
Moch., Dimyati
Wasyim

Moch, Saleh

Nyuwargiono

Jln,
Jin.
Jin,

Jlne.

Jin,
Jin,
Jin.

Jln,
Jdln.
Jln.
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Pucangan III/74 Shy.
Sawshen Baru II/43 Sby.
Balongsari Madya 1/30
Shaya.

Pogot Baru I/21 Sby,
Wonokitri VIII/? Sby.
Bratajaya IX/74 Sby.
Gedang Asin II/75 Sby.
Kutisari Selatan I/35
Sby.

Asem Jaya IV/2c Sby.
Gundih III/75 Sby,
Banyu Urip Wetan V/59
Sby.

Tandes Kidul VI/24 Sby.
Tanjungsari III/68 Sby.
Banyu Urip Lor X/10B
Shy.

Demak Jaya X/56 Shy.
Asem Jaya VII/6 Shy.
Romokalisari, Benowo,
Sby .

Gadukan Rukun I/213
Sby .

Gub. Kertajaya VIB/4
Sby.
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20,
21,
22,
23,
2he
25

264
27
28
29,

Sdr,
Sdr.
Sdr,
Sdr.,
Sdr,
Sdr.,

Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
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Djuwoto
Soemarno S
Mian
Basori
Soepradito
Suyanto

Ma'un
Slamet
Piadi
Agus Su-

tjahjo

Jln,
Jln,
Jln,
Jin,
Jln,
Jln.

Jin,
Jlin,
Jlno

Jln,
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Wonokusumo Jaya I/51 Sby.
Karangpoh I/L4 Sby.

Dupak Masigit III/7 Sby.
Dupak V/39 Sby.

Kutisari Selatan 12 Sby,
Dukuh Kupang Gg. Lebar
914y Sby.

Ketintang 1/29 Sby.
Karangpoh VI/21 Sby.
Gundih II/SC Sby.

Bendul Merisi I/23 Sby.

Pelaksanasan wawsncara dalam bulan Juni s/d Agustus
1984,
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Pada hari ini, hari ... R (1) 7.3:71 (RSOOSR £ N
datang menghadap kepada kami ... SO SN
Camat, Kepala Wilayah KeTamalin eeevevesoreenmreseescsseenns veeeernrmsrsesrenns 11
olch Menteri Dulumy Negeri dengan surat-keputusannys
berdasarkan ketentuan dubun pasul 5 Peraturan Menteri !?
tanggil ....pv. it ol R FIOINMRGNOL  ...coornnmverasimsesatsrsssnasaones
Agraria No. 10/1961 bertindak !) scbapai

ditunjuk
penjubat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peruturan
Pemerintah No.. 10 tahun 1961 tenlang Pendaftur:m Tanah untek Waluyah
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Para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini munjuzl
kepada pembeli dun pembeli membeli duri penjual
bida
Sebidang 1) 10N NAK 2 veesireesressimisensnssene NOL oo iriereae.

schahugion dari

terletak di @
Duaersh tingkat 1/ Wilayah ¢ i
Daeral tinekat W/ WIHAYa 0 i
Kecamatan [ Wilayah SOOI B

Desa, D ertereerirrensesiseieiems e sierasenserabecartetitsannaraceas

divraikan dalam surat ukur gl e vensens ciees NOwevennae,
luas tanah , e revevinerans RUUUDRRIORI (L
{ arereninsiit sttt o thens rr e re i Cenes iheatssrstbes sanutngas sod sssosssutrasans meter persegi )
berukuran panjang kurang-lebill 1 e recneer. o Meter )

lebar Kurang-lebill ¢ oreicivinsincenesseseresesesensenenners Meier 4
Parsil NOMOT 1ivverrerrrirgersaniey KON NOMOT <orvvciiissrernnnirsenees BIOK i, Lo
dun berbatasan di sebelih :

Utitra & edeestmiengarenuNIE i eebicaseseesbab b retannararnsesaiaaenn

Timur

L R i e U

Selatan 3
o - PP IPA AL v g iR OTiEN A Prraretadqeaacone il s Pl IngapIPREaACiann v Sesresvasasemnancara ear

Buarat J ; )
- R R L L L Y L PR PRASEIFIIII PN bhaqan

Selanjutnya para penghadap menerangkan : -

bahwa joulbeli ini meliputi pula bungunan dan tunaman 1Y yang ada di atas

tiirakalatsubut, Yol De DNE o R e e e trecctescsassrnressensasnriarsnssassnnsenie 7
. ’ .

3 .
L L L S N L Y L R L P TR Y Y Y Y Y PP PP P Y PO SO e

evons SRRt o oo rnalie th s TN T o ot v corrensnnnerernassesnsnsrerrasaunararse e 3}
buhwa jual-beli ini terjadi dengan NATEA RP. sooieseeecsseosressssessesesessssesesmemeesss
(Rt 5 S AT BE A BN N S P
buhwa penjual mengaku telah menerima sepenuhnya vang pembeliun tersebut
di atas dan untuk penerimagn wing itu akta ini berlaku pula sebagai (andy
penerimaunnya {(kwitansi);

bahwa jual-beli ini dilokukan dengan syarat-syarat scperli berikut :

' Pasul 1..
Mulai hari ini tanzh hak dan bangunan sertz tapuman '? yang diurikan
dalum akta ini telah diserahkan kepadu pembeli, yang meengaku pola telul
meneriera penyerahan itu dan segala keuntuogan yang didapast dari serta seealy
kervgim eban yang diderita ares tanes hak dan barpana: oty tenaman
tersebut df atas menjigli hak langgungsn pombeli,
Pasal 2.

Penjual menjumin bahwa tanah-huk dan bangunan sora tanaman V)
tersebut di atas tidok dikenakan sesuani sitpan atau tersanghut sebiy i tang-
gungin untuk sesuatu pivtang atau diberati dengan beban-beban Linnya.,

Pasal 3.
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. 3.

Pasal 3.

Jika pembeli tidak mendapat izin dari Instansi pemberi izin yang
berwenang untuk membeli tanah hak tersebut schinpga jual-bed ini menjadi
batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat
ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan itu untuk mengalihkan
hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual, dengan drbebaskan
dari pertanggungan jawab sebagai kuasa, dan jika ada,menerima uang gant:

" kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli.

Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada penjual tersebut d1
atas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli.

Pasal ......
: o
5)
saersngrivesnnaey 5 )
5)
5}
5)

D P e LR L P R P P PR TP P
B R eachumasaaT I A rsenAtidodsanvananaatenaradstborntonarad D R R T e RITTIrY

D R L S LY PR P

mhmEvmasvsessRsIAAFETmAYIAvTreRsdccessrenRnaLAn. ..»n.'......,--u............‘--..n.-....-............n--u.........‘..

A y )

L LT T T LT P S A O X T LT LT B P T TR TP PR PP YR LIS PP 5
)

R L L T R L T ol}‘o..oo-a.o-oaacaa ....................... SRR RS E S AL .s
, 5)

........... sevasasresnriirak cenmamaas T
: )

Rl R N Y L L L) D L R L TR P PR L LR L LS R LR P s

Rl

Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai
peralihan hak ini, dipikul 0leh ....coovcrieiriisinemceccannnes cerereeretesereaseaanseasaeas
Demikian akta ini dibuat dihadapan .......cceeeciemmmrcensesscrsonsennens 03

R L R L T
)
ANV rsdavurnanant PN PAEEIIVIEERRAd it it ibnanaannaaan Peasssanumannnnagy Mvessnssvacvstnttunans WesnmasrNdssnasnaputas 6
)
4 rPamumag DR L L T T Y L L e e L PR T ) evve tenn v - 6
)
teeatastianartrrrer Pt eunaranranERTansain I nnnansanessssatnnrtattvioverttaicesittitvusantrirrebranasnnvriPrevtiaanns vaa &

6)

ebrEEtrAvaceanansaaTuInTTaT Ay L LT F T T eI PR IO PP Med trbltancasnnasianarnna AasaatirevamaritIty

sebagai sazksisaksi dan setelah dibacakan dan dimana_ perlu dijelaskan oleh
kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan/cap jempol *? olch para
pctfghadap, saksisaksi dan kami, penjabal pembuat akta tanah.

Penjual, Femben,

( ovrineieermeererenenneas eevraneeraeas ) ( vevveererneressrnersereeesecessensases L)

A
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Saksi-saksi - Penjabat Pemboat Alita T,

1.

( rinrcriieenesine e seraenenees ) ( viomvertonrmnnnmsisosssrsssiamirncrrsnes o)
:

3

( D R L P R P Y )

KETERANGAN:

1)

2

3)
4)
5)

6)

Yang tidai, perln dicorel.
s Diisi i, vy, Lewarganeparaan, peehegaan, lempet tinggal penjual/

pembeli seets jika berseumd sebuthan jugn Lelerangad sorclaigan mee
ngenai stminyi. '

Hanya diisi bila tanshnys Delum divrsikan dalum sustu sunt akur,
Jika tiduk diingiui, Ketecwpan pasal iai dapat divoret/diganti.

Ruangan hosong ini daput diperganakan amluk syaratesy wo:t lain, yang
dipandang periu oleh kedua belat pilink, Biliinany tdak diperganibon
harus dicoret (4), :

Diisi nami, pekeajasn, dun .'h'mp.l: gl para saksi,
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SUn AT w R HY AT L N

Yang bortanda tangan libuveh ind g

1ot aoma b H -.-os---.-.c..-.-.u.nooo-if.oo-o.'aconaoooovt'
S| nurx . 4 llIll!l‘tltn'C‘IOlltl._lll'll.;il‘ll?‘bl.ll.l.‘l..
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SURAT PERNYATAAN TANAILTANAR YANG DIPUNY AL PEMOHON
{ Pasab 2 PAMLDER SKOSY DDA Y )

3
' t ‘ . 1 = HTS
Yung bertanda tangan i bawah ini ¢
U - . ‘ .
Nama § evevtesebereeietererreneeaseihbraREataasresaearanaeeeheraaeteibr Nt eeea e Beaaeeterintsenesannsand
] . T .
Alamuadt S eveens veteremnnenes

dengan ini menyatahan bahwa hingga saat ini kaon tebah menmpunyai tmale-tanal
sebagai besiku @ ‘

T T I e T T —— —===
Hak Mibk ] HaX Gune Bangunsy Hlak Cuna Usaha flak Praai Latn- Lain
Ay Kamy .
Bidany Luas B:dsug Luas Bidang Litas Hidang Luas Didtany Luas

pemnhen

[LHIVSTRIN B

Pemvhon,

Auak yang
TFIN] EETTY

joudd

puBgan
pergahian,

(ETS

Tambah

*) Asli beserty salsh wntn ronghapnya

Skripsi

Pernyataan ink kami buat dalam rangka permohonan balik nama/
Pendultarsn atas nama kami darl 1anoh HaK e snsis s resen s

-
-

tersebut ikt Akt PRAT, W0ERIE e onassassrecnnseeesses N&ess it vesacsinnens
Demiktunlale kamd bum dengan sebeparnya, dan swsgeap dituntut diladapan
Pengmditan Pidane, biln kemdizo ternyata kelerangan kaml tidak bewir, :

Tungeal ‘ 19
LT T Y P T PP PY P PSP Jng&.t‘ vetrrestrsneaitacrniTranversabaaar b raera

Pemohon,

harus ditands tengani d: ates Rlelera,
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LAMPTRIN o

AKTA HIBAH
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AKTA HiInwaAl

Pada hari ini, Datl o, reversurrrateseninnnes L tanpeal e 1Y
datang menghadap kepoda KUME i
Comat, Kepaly Wileyuh Keoumatan oo b e )

Oleh Menteri Dalam Neperi dengan surat-kepulusainnyd -
berdusarkan ketentian dafam pasd § Peratvrun Menteri !

EANERA] o e W NOMOT s,

Agrarin No. 10/1961 Lertindak ') sebusal

ditunjuk
penjabal pembuunt skta tensh yang dunoksudkan dulam pasal 19 Peratoran
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendattzran Tanah untuk Wilayvah

dengan dihadlin oleh saksi-aksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami '}
dun akun disebutkun dibugian akhir akue int

1. 2

1)
1)
2}
)
2]
1)

R R R P D P R

2}

D T B S B I T L L L L L L L L L L R R N T R Y FE TP PPN
L LT T T T L S P TR T R L L L L L R P LR R R I D P T PP P P L PR P PP
e e E e ERA e v Y v AR et et ana s R P A el A NPT IANCAT T ART A aaa i it erTrIITEdtanearsnrisirsrtvntrmnntyrary
D D S D N T B R E T R T P S D P TP T S PPN TP ST PP PP PPN
B R L L L TR R O T T T L R L L L T L LR L LR F LT L LT OOy

B R R D T R T P e

tnssscagramaqiarny

D L R D B LT L L T L T R Y LR R IR

B E A E B NN eI I e r el e s Aa A a bt abat et RraRan et darabaracét it ralondattionanasardonngnndnakatiaaqiod
LR R B T L L T R L e R R L LEL L)

vressansuarisRtnanant e A e aI N a eIt ar st uadtur et eanaanaarbart barttadletdenlsadrtsanaerrtantatatvianany,

Aeries LD T S S P P P S .
"
Pamsiirerareseny D D T TR R S U T N ST T LI T T
2
DT R LT Y T LT R T T TP TP R . o .
M v
-
Pl
e P PR R T R T
-
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o G Mameemsiesesemraatariraiitess BensasasmataatTagiiinene P N
‘4

Selonpvinya disebut yang menciany ibahe Vihak Ko

...... SAEANY

Penghadap yuang menghibahhen menerangkan dengsn ok ini mepgs
hibulikon Kepuada  pengliadiap yang meoerima hibah:  sebidang tmah 1ak
S UPURRTORSRPPRUTRN £ 4 I K1) 41
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Daerab tinpkat | L eeeeeisrereeresnrbriertrabtara e et
Ducealt tingkut 11 D eeveeererrertiet e bre e e b anstarans
Kecamatan :

.
,

dimaikan dalam swratwkur @ b
luas tanab

N

..

rmsteeinrntrgtansagysecssprianteribaadarnnsoierFiraciironas

T PO PEPDRIIRU

berukucan panjang kurang-kebih ¢ L G errreneeententanens ¥ meter

lebar kurang-=lebih Doereees Leereseesiiiinnnnnnns reveranne rereerans ) teler
persil nomor Daftar ........eeeee.e, KODIr NOMOT i, , blok e
dun berbatasan di sebelah

. 3
. 3
Timur e o T e N SRR L
Selatun A e I N R R

arat g 3)
L] L T PR T L A T TR R RNy L N ) ‘e

Selanjuinya para peaphalup menerangkan
bahwa hibah ini melipuli pull e, Yang ada di s tangh
tersebdut, yaitu yang besupd @ vvieniens
bahwa hibah ini dilakuken dengan syaratsyaral seperti berikut :

L ELL LR LR e PO P

Pasal |
Muolai hari ini tanah-wkdan bangunan serta tanaman ' yang divrsikan
dalam akta int telah diserabkan kepada yupg mencerima lubah, yang menpaky
Cpula telab menerima penyerahan ity dan seguls kewntungan yaug didapay
dari-serta kerngian/bebun yang diderita atas tansl-hak/don bungunan sergy
naman '} tersebut di atas menjadi hak/tangeungan yang menerima lubal,

Pasal 2

Kedua pihak  mengetahui benar apa yang telah  dihibahkan itu dug
melepaskan segaly tuntutean bila kelak terdapar pesbedaan buas dengoyg b
pengukuran resmi duri Kuntlor Subdit  Aprarin  Kabupaten/Kotumidyy

LR L P T Ry Y R R R T T T

. Pasal 3

Ongkos pembuatan akta ind, uang saest dan segels Lioya mem nu ped
o alihan hak i dipikol oleh varg mencams ‘ubsh,

Pasal 4

serssverancy e b ae g2 bante s essndantrennnvrernayons . . . 4]
reeerimreaaeaaaaes rerrieraas eeteeariaaien, Veveeraarans errirneiraneerane ey evnntene e reensenneennnnn . 4D
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* XA .
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Demikionlzh akta ini dibust di hadupin s veeeane
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S aasnegr P nan I I avrppprasrsaidndided vttt AP ENquusdordvrar I saisttiadtasstrlurradoguanacisgrasapnqrrattiomitooey
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Abbansusedissnanatdiinenarnee
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D R R Ty ey P YT YT YT aeddonaan
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sebagui suksi-saksi dan setelah dibacukan dan di ‘mana perly dijeluskan oleh
kami, maky kemudisn skta ini dibubuli tands-tanganfcapjempol *? olen
para penghadap, saksi-saksi dan kami, penjabat pembuast akiy tanah,

Yang menghibahkan, Penjabat Pembuat Akta Tunah,

. ( LR L T PR L T )

( Nel4000000000aadtatsstntar nvetatiutitotonets )

a

Yung menerima hibah,

ORI |

*. Saksi.gaksi

s P IRaats cparnu S tasatsavatndtPadiiiebatiotoqms e MM saaibbuenata LurianER R agn ¢ Naed samanawe et

( DL R T T P P T LT T Y] )
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A=

Keterangan ¢

. Yang tidak perlu dicoret,
. Diigi nama, umur, kewarganeguraan, pekerfaan, tempat fingeal, jika
bersnumi disebuthan juga ketenusgan distas smengenal snaminya,

3. Hanya diisi bila tanabnya bebam divraikan dadam suatu susat-ulag
4. Rumgan keosong disediskan  bitbmanag  dipeelutan fasnbahan MR
syuratnya, '

5. Diisi nama, umwr, Kewargane parzan, pekerjian, tempat tingsal e sabisy

1y —
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T MILIK ‘

PERPUIFAKAAN
* UNJIVERSITAS AIRLANGOA®

sunatha

ATAS NAMA

|
S |
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Akta Crediet-Verband
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ATAS NAMA

NEGARA REIPUBLIK INDONESIA
ARTA Credit-Verband

}\0. P T L L L T T L L T T TP T PP PP TP T R T

Padd hari ind, Bar e TNRBAY e 10,
dating menghadap Kepadd Kami e e
Camat, Kepala Wikivah Kecamatan .. eerconeirtesrebsereresaneevessenatstsrernaotsnne | )

-

okeh Menteri Dulam Nepeni dempan surat-Keputusannyz
berdusarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri ¢/

611711151 SRORRPOPRIURIVRNY b JSRUITD . [ 1)) [+ ] SO OO ORID PV RION
Agrariy_No. 10/1961 bertindax b scbag:ni.

ditunjuk .
penjubat pembnat akta taash vang dimaksudkan  dalam pasul 19 Peraturan
Pemerintah ‘No. 10 tahun 1961 tentang  Pendafturan Tanah untuk Wilayah

dengan dihadliri oleh saksiesaksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami !

diun akap discbutkan dihagian =kl akty ing :

l! LR L P T L N Y T R e LY ALRY AEARLERIL AL RN 2‘
2)

1)

2)

- nEneany PP P e nA AT A RN PR N AN At AR A e0000evendiadTiianllutaptfloeaninigarindsuy
L T T P PP P shumanrunn AmeedaaB ot na gt A r At AN AN BN R a AT R IR U T ITdd4iuTRacannE

R L L R L T L T Y P T L e R anereverrAn

yang berhutang selanjutnya dischut Pihak Pertama;

(R 3 . 1
3)

L N T L L LR

L T T e T L T e T PP Y P R T T T

yang berpinting selanjutnya disebut Pikak Kedua;

L Ty Y e PP T TP T TP TPy rasner asnangens

L T T LR L Ty e T T R L P T T T TS T DY PR

Para penghadap menerangkan, bahwa kedud belah pihak felab mupakat dan
sepakat yaitu Pihuk Pertama mengaka telah menerima wang pinjiman duri Pihak
Kedua, demikian Pihak Kedua mengaku telalt menyeralikan uang pinjanmusn kepada
Pihak Perlama, thnii SeDesaE RP. 1oeaeciimicnionie { vinsannsernismssrssssses
untuk penerisnpan mana akty g berlaky sehogal tndd penerimaaya.

© Buhwa Ikaten keedit ind, schelummya telah disetiujui bersama antara Prhak
Pertama dun Pihwk Kedua berdasarkan. suaiu surat peganjian pinjaman pada
ENEBUl e e I 19 L in Uilnnpiikan bersto
iku inl, o7

Selunjutnya ikatan hredit im, dilikekan Jergan syarcl-syatat yong duraikan
dibawah ini :

’

Pusal 1.

Uang pinjaman tersebuet diatas ini, Pihak Pertama diharuskun membayar
seliap  bulamnyit sebesar Rp. wvicimaiicerrmmenes { oo e sressees

AL L e A R R L R AR LI I TS )

©jumlth mamy telah termasuk bonganys  dan dibayar pada akhir bula yang

berjatan.,
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Pasal 2,
1, Yembayaran dilakukin kepada dun di hantor Pilak Keduog dengan alamat
oeseesreesteeesrnresnnsesssssasasntsenseroraemrrnnecesees GUN BLAS setRD pembayarsn yang
dilakukan, Pihak Pestama menesima tanda bukii penyetorannya (kwilansip.

2, Pihul Kedua menagih, bilamana Pihak Pertama melalaikan kewajiban penye-
toran pembayarinnya.

3. Uuang pinjaman tersebut dintas ini,  swdab harus  dilumasi pembayacan
selurthnya padid BUulin cuceccvvnns s ssnieesieenenn, SN [ J

‘ Pasal 3.

Guna menambah jaminan dan tanggungan atas pembayaran Kembali vang
pinjanan tersebut berbubung dengan pemasanean ikatan kredin i, Pihak Pertama
ﬁcngan akta il memberikan Gnggungan (katan kredit) hinggs  scjumlal
RD. soneoreesssonstsnens sasii el wommamenee s i oo nnsss os eeeveroteronatesanassestarennararas reerseasaniases .
atas tanzhftanah-tanah ' kepunyuan Pihak Pertama sebagaimina diurtikon di
bawah ini

1. Tunoh Mok e fhn. st SERHPIKAL NO. cvceieriirinicscrasnennens tetdaltar
Pt ELH] voevenrvirnrsnnineens Bhun 19,0, terlelak 0 Desi e,
B o %, NN TN A . wrieenny RabupatenfKotumady:
oo T oo et < DIGBRIL LR ala ) ... s snere v
verterersessrstnetssenasssesnsesnerersenny  OlUTRIKIN  dalam  surat-ukur/pambar sitnasi M
EANBEID <icicneressnensruacssanenseansenintanessanaeninnes Na. .......

TR LG s PR A SPORIIOR R | Sl (revsues i S Sivesssein

PeNEAYIserIvATIYSIARLS snuagy

corerl R s veeas dRanss o T nnmr e o SRR ric 21 ).

2o | e MR . e el - -

f

A A e e Rt g ar i sy T BRI I AR ee et NI NE P I r AR daPa st aReNanlas s ansaavyqddasaralupsunbannnvqavsnncrbbonncorvensasnay

A AR IRt TS b P e b nenaaun st atOruad Py nheaad st anaRaAe At EE N R e T Al Ot At NN NN AN PR PAargaaaaTRAaNeR TRk

BNt e PN s Pa g and P Attt ggarPriit ot pnndfddtiavuooraqtoadiiidiaantsiiidionditasrisntdasponsasasnasannaars

L L R R R Y L L TN E L T T YY

AN A g N a R a RN a O A E e anatu st b aTaTu s d R urraad s dtaatiinindndaseatiagesrdedqpatdredeeuphosssiinpostondanspusanies

L Y R L P TR R R P P R P T Y e AP P ar e Pt e addn et bnongundtfdanaetdatTtandtravhatasarrrvrbrrannas

R L R LR T R T O P D e S P P D TP P T T R PY P PP PP Gy e

Pasa) 4.

"Apabila pembayaran kembahi vang pinjuman ini, tiduk dapat dilunasi olely
Pihak Pertama menunit ketentuan pastl 2 ayal 3 terseber di atas, maka Pk
Perlama yang mengikatkan perjaniian dengan akta ikatan kredit e, memboi
ku:'w:t vang fidek daput dicabut kembali, cotul onenjoal 88 maka wmun | Clayd
harfasbenda vang meniadi juminan ying tessebut pady pasal 3 dintas,

Hasil penjualin nmumy inid, setelat dipotorg dengan besitnys ok petamae,
bunganya dan biaya-biaya luinnya, sisanya diberikan dan diserahlan pada Pihag
Pertama,

Pusal S,

Sclama pinjaman ini bejum dilunasi, harta-benda yang menjudi jaminan diy
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tersebut dakam pasal 3 diwtas tdak boleh disewakan, digadaikuan atan diikat denpan
ikatan kredit kedean ataopen dislihkan pada pihak Bin taopa iz Pibak Keduoa,
Pasal 6.

Kedna betah pihak dalam perkara mengenai hal-had wersebut dintas memilih
tempat kedudukan terap (domisili) i Paniters Peagwlilin Neperi o,

errr i ererreinaernns UUUIPPTSS |
-
Pasal ...
Nt et tnunta e e e e boeae s aaaeanabasaan et tonnnabesban b saaan st ateee et eyt s e baat s teata i ar e s e eransnaaere Ceerresavesnanen
beemesashrert b b aeeaaannebnanna e tas e resraranaran reeeaeatemnrinins rrereteaaans Coearannnes teraraveennanan Crevers

P L L T Ty R R N D P PP R R T D P T R L e P L R R RS

L R L R L R R L TR PR LR L] terstanny LT P T T

. Pasal ...

Biaya atas pembuatan akta ikatun kredit ini, vang saksi dan ongkos-ongkos
Liinnya, ditanggung sepenubaya oleh Pihak Pertanm,
Demikion akta ini dibuat dibadapan e, eeeeee ©r

Faserraraarsras s erdnivenavane

R L L R D T R R T T PP PR Y

1U1P 0B s0antnsassanpcrtatinrarire L R T P Y PR PN L R LR

D Py LR Y T P PP T

B R P R T PPN PR PR PP TP R Y R YR

L R L L R P B S N T T Petaie TNl betananaagretrannnd

schagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dimana perlu dijelaskan oleh Kami,
maka akfa int ditanda tanpani olel para penghaduap, saksi-suksi dun kami, Pejabat
Pembuat Akta Tamah di ... . T

Ay

R L Ry T T T PR PR T T TP T PP R P PR PR TR

D R e Y T LR T T O P L L P PR R Y T

Piltak Pertomn \ Pejabut Pembuat Akta Tanah
{ L Ty R R PP R P TN )

Pihak Kedua _ [

BiNK L vinnrirenierioenen

L R T P T T SR, )

( L YR T P Y PR R PP }

Suksi-saksi

] L R YR IR R IR IR B R LY T TN P R N

(errrrrersensnssnensrimssssesensassanes ) R (OO i)
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Keterungan

1. Yang tidsk perlu dicoret.
Diisi nama, s, kewoganegarsan, pekerjaan, tempat tinggal, jid.a ia bersuzmi
disebutkun fuga keterangan dintas mwngendt, suwninyd,
3. Diisi nama, jabatannya puda Bank yang bersangkutan, dan tempat keduditkan
kantor Bankay . : .
Diisi dan divraikan sehagaimany mestinys jiva diperlukan,
Rummgin kosang disedithan lumnana diperican tambahan syaral-syaratnya.
Diisi namy, umur, kcwurg:mcgum:m. pedierjsun, tempat tinggal Para subsi.
Diisi alamat kantor Pejubat Pembuat Akra Tunah,
Crediet-verband masih tunduk pada ketentuna-ketentuan datam Ritab Undang-
Undang Hukum Perdata Barit dun Overschrijving ordonantie sthl. No.27/1824.
Dan untuk memberi kekuatan eksekusi maka "Kepala™ akta ini dicantumkan,
;. ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA !

9. Akta crediet-verband ini bermeterai Rp.2§,-

o

0 2 O oA
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LAMPIRAN 4

AKTA
" PEMBAGIAN HARTA WARISAN
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AKTA PLALBAGIAN HARTA WARISAN

Pada hari int, hari e o EINEED e e (Y
dutang menghadap Kepida Kami
Cumat, Kepulo Wiliyah Kecamalin o
Oleh Menteri Datum Negeri dengan sural-heputusannyis .
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peruturan Menter "

LNBRA] cveverrrecriveensnonnnessensersccrmreniien  Funiinne SOMOT  rirsvesnisisarssninsisssanses
Apratia No, 10/1961 bcrtmd:ik ) :;Cb:tgaa

ditunjuk
penjabal pembuat akty tanah yang dimaksudkun dulum p.ss.ll 19 Peraturan
Pemerintsh No. 10 tohun 1961 1wnting Pendzoran Tanzh untuk Wilayah

LR R T R R R e T L L LR

dcm,an dihadini oleh S.ile suksi yang kumi mmlldupcrl.enalkan kepada
kemi ') dan akun disebinkan dibagian akhir skta ini
1. 1}

R A R e e I NP amsP oo p i gaslnan it lideéodstadau imuniesss triaisirssaypsradadainiivpssae=vossanarans

2)

A iP N e IPrIsrrraosanntrdbravtumrriqrdannasablidnratpearsilloatorrnariny APPiavasssssevertivivarenrns tesearna
2)

L T L D D R P R P T T

D P P L LR L L Lt JiisRtdacaunnretareat busantanarratns Yevmam tmemvrraa

D R N R P R P L L R L L L L LT L T P E R T T PR PR PP P

(T am I AN e P aulan I Naaes P st asorInpitaitransnmana Tlassensrsanmrisnpbuansnsarersaadatitotaarennaippinnar

B e D AN P AT TP I P ur eI sttt NIl Nt aaeas Il IledPbbutqerondoaattiatqaqldrnppydviétstbreamunaqnidrnt

B L N P R P YT Y PO TP YR LT PR D R PR T PN T TP R P L PP

L T L L P PR R Y PO PR PRt A a 1P P NresdviaiteraRunanarl

R T P e N T P PP R A P T P PP G4stacaaans PEeisimana adancasngarennvrnaasy
!I- B AR R AR NN A TP eI R sadrtpat NI ndaiibbaataddddisssnasainannnnnn 8 csnarancann varescsnrebrmrmnrenann
L L P P R P PSPPI DR R R T L R P T P P I PP PP ST PRI

7)

R R L R R L D O P T X L T T Yy Pospppappyapy

e L R R P L I T T T S L T LT T L LT T TrOuppppn tunes
B R PP R PR T R PSP TP D T T T AR L LI L LI T T T
AT I Aag P Pl nn e IR A F NI gd bt A s T INen st INas il i avarttonstnstiannanrans APIeEssaranstnLeusrary

1)

L L R R L R D P R T T L LI TL S T T Ppupepe

2)

R R T R T T R LR R T L L L L T L LT T o p iy

AR L L L I N A e e L L L T T T T TRy

O N e m e N I P N u I r g a e T I 11 a eI aaaa s Pl aaeds ssoardinanuuinys '0 100y 1 %bdry abra

. Piry penghudap menerangkan bahwa ;

= pada langgal e, telah meninggal Quniz di e,
tempat tingealnya yang teraklif, voomeeieeenns, s€lanjutnya
discbut pewuaris;

= Menurut surat-keterimpan wiurison terlangeal oo i ceerensnnnnnns
yang dibuat oleh para ahili wuris yang disuksikan oleh Lurah ...
dan dikuatkan oleh ..o surat-keterangan mana diperlibatkan

: kepudy ...
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kepada kami, pewaris {elab meninggalkan sehagai ahii-waris, yalah

l . qesEraussmarEtivdua ittt O I aRAd(RaTt vArrpadaddi(puniilasnsrrretrrraarrrdy
t

e entayeetan et iaturnTrry tPtsarEbrrrsshbssaaabrnansvravittinnnntiberraasra

3. e Brerreveequrinart iRt idntadbibitanann Vavremsepraqergrrraesatteberrana

4 . e N R AEInAN NP ERa P ISP s a P RN NI IR IAIARIN e ) IareRPasvargatrpaaraasgaciing

para penghadap tersebut di atus.

- dalam harta peninggalan pewaris ferscbut di antara lainnya termasuk:
sebidang Tanah HAK oo deTlCLE di 0

Dacraly Tingket | L ereereieviseeee st i et inrastheate e e n st e esnaa “
Daerah Tingkat 1} D eeerevestesen et e e s re sareat ae s reensemennnes
kecamatan L raeramtmn s raReree Ay Rrapu At AR R et R e v paes SEnk sarvs .
Desa TP erereeteearrareresrrasnens eeemoeiesscans

diuraikan dalam surat-ukur DoAgl e NOL i,
luzs tanah :

B T R L P P T LR LY Y TR

berukuran panjang Kurang-1ebih ¢ ..o (oevevnnreenvecnenrmenessesnnnnenie ) Meter 23
lebar kurang-lebih 1 coocs (overereeesccvesevsesssrecveonens ) MietRT 3}

dan berbatasan di sebelah s
Timur ?)
Selatan . 3)
Bara1 ) ) 3)

LR N PP T T PR P Y PTY T Y PR P vpre

L L Y T Y P Y P PR P TP e

SPat eIt aeiirnerinttssralteviadnnitalaasnsnansartss

~ bahwa mereka, para ahli-waris, telah bersepakat untuk membagikan
tanah warisan yang divraikan di atas kepada
0!"".--!0‘--00“l....""‘o"l'l..llll""Q“.II"Q01‘0.\§~OQ'D1VV'IVw"'O.lllOllno.lb.Drhhl--.aa--h.pa......'

penghadap sudb ........ di atas, yang dengon ini menerima penyerahan
tanah termaksud;

N

— bahwa pembagian harta warisan ini dilakukan dengan syarat-syarat
sebagai berikut :

Pasal 1

Mulai hari ini segala keuntungan yarg didupat dari dun seps's kerugian
yang diderita atas tanah tersebut menjadi hak/tanggungan yung menerima
hak.
)

: ' Pasal *

Seraua pihak cengan ini melepasken segala tutnan af ragien
nengenci kekurangun-keluningan maapun <clebiban-kelebiter 2alm hal
sembagizn harta warisan ini. '

Pagal 3

Ongkos pembuatan akiw ini, vang caksi dan segala biaya mengenai
eralihan hzk ini, dipil.el ol<h yang menerima pembogian,

Pasal ...
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P T R T L L L L L L Lk L D e N R R L LT

)

4)

4]

4)

tiibaases Febraanran, e bamatasstvsbarrsinsoraanaadeattiqdasin 4014143 aagverrreiipirmeiloiisv iannnsarin,
...................................................................... SAsAcatidiEEEI Ittt ticnar rasatboborerran
ssavtrsNaarrasnn R R R R R L Ry R RS TP P R PR LR PR PR TR -

Tearaentitetsnaninie,

IR E TR TSRS RREET) ARt M AR IR I sl T iarPersrpttomasionsinmaiaqansss

AR LT R R R PR N B P P P L LR R L R Y TR

B R N P N L P PR

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan

BRI P a A d s i Na s daa PR una P laRaaaaralsnatan/vapdaaaraliiuysapaiygranaaiassaarandrndduviatninetyass

B R R TP L TR T R

R LT R P R R L TR P T L ]

L R R R TR I L LR A LA R LT TR T PP Py

R R R R L TR Y P PR R PR TR YT FET T P PE R TR P PP

Ma-seAdi tTsivesvmaIsRaIIvavas

TP R I R L N T T T e T T P PP P P T I

Srdsmanabiibasaiecastanican,

.41

Srirebreanrens

cveamn

[T P

ctvevanas

R YY)

q)

a3

Q)

1)

5}
5)
5)
5}
5)

sebagai suksi-saksi dan setelah dibucnkan dan di mana pertu dijeluskan oleh
kanyi, muks kemudian okia ini dibububi tandu-tangan/fcapgempol *7 aoleh
para penghadap, saksi-saksi dan kami, Penjabat Pembueat Akta Tunah.

Penjnbat Pembuat Akta Tanah,

( ----- N N N e s )
Para penghudap

L.

R e e N e

. ;

----- LR R Ry P T T PP I

W

Para Saksi
o]

-

L e manttn et rraatt st ramatantasnprany )
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Keterangan :

1.

LY

-

3.
4.

5.

ot e

.
.

Yang tidak perin dicorel. )

Diisi nama, umur, kewarganegaruzn, pekerfuan, tempat tinggad jika ia
-+ bersuami disvbutkan juga keterssgan dizias mengenas suaminyi,

Diisi dun diuraikan sebagaimana mestinya jika diperlukaa.

Rusngan kosong disediakan bilimana diperlukan Gimbahan syarat-

sysrainya, .

Diisi numa, umur, kewarganeguarasn, pekerjaan, tempad linggal pary

suksi,
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A R )

ATAS NAMA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Akta Hipotik
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ATAS NAMA

NEGARA REPUEBLIK INDONENIA
ARTA IOV

- . . 0

Pada Wari ind, Rarl coveeeeenmeeemereeeee SRR i rrerenennes 19.......
dating menghadup kepadin Kamib o e R .
Camat, Kepala Wiliyah Kecamatan

Oleh Menteri Dhdum Negeri dengan surat-keputusannya

berdasarkan ketentuzn dalam pasal $ Peraturan Menteri 1

BINRRIUD rereereenrrrereiearesesccrnaenasreresis 19.... ver NOMIOT e veccitincsnraeis sess sees 2emrenne
f_\_l:l_-l_“i__t\_'j_' ]0’1‘){1| _bettinduk LR \L‘h.l}...ll
; liiltmjuk

penjabat pembuat sk anah yasg  dimaksedkon disfam pasal 19 Peraturan
Pemerintalt Now 10 tubun 1961 tentang Pendaltaran Fanah  untuk Wikiyah
dengan dibindiri oleh suksi-saksi yang kami kenalfdiperkenalkin bepada kand *?
i akan disebutkan dibagim akhir ukta ini

CO s BRI I s nA AN R e anre Rt it tboanctnnssarura esattnestiaacdadananeat PR dr it ta s anatatuttaRaTdutnnrtobonaratVIOtanrey 2 )

Sclanjutnya disebut yang menghipotikkan. Pihak Pertama;

)
2)

R L R S P P O L T R P TP P P PP T PR Y P PP PY)

I I. AP T N a et ar P 0t bt atr e rrcassasnanngas At alderdNbNsna T uRRRR RRLIRR AT RS Subuussrensraanna sedvssennnaas

B L R L R P S S P AR, deecas qaaqiestinnttunnarnacaainanattnnnth

T PP P PR P PR R
EA AL AL T AL L O R T COROURTRY R R T L T T T PR TRy TINIdaanarranicviannraasene
MR ARG h b b PP P e T Y LR T PP TP Srrrennnane tessnanqesattania

Selunjutnyas disebut yang menerima hipotik. Pihak Kedua;

Paru penghadap :mmmngk.m bahwa

ing erllul mg dcm..m ini mengaku benar-benar telih berhuting dengan syah

kepandt yang berpintang, karena mencrims uzng pinjaman dengan  tenai
sejumlaly Ry,

--------------- D R R TR T T Y PP,

untuk pencrimaan ving mana akta ing berdaku puls sehegai fand: penerisnaga
ny;

untek huting tersebut yang berhutang harus membayar bungi .. (...
.................. o) sehalannya, bunga muang baros dibayar tiap-tiap .|l.!m
bulan dan untuk pertama Kulinya pada akhir bular

B e N L L L LTI T e

hutang tersebut haes dibayar Kembali selambat-lambatoya pada tangead

L P D P P PN NN

PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA



Skripsi

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

sernua pembayaran-pendhayaran baras dilikokan kepada <un di kentor
g Derpinting Ui ceeseenneen. detgan menerima surat-tanda penerima-
anaang yang selsyakny

hutang tersebul beserta bunganys se-waktu-wak i dapat ditagth dan harus

“dibayar seketika dan sekatigus, bils yung berhutang melalaikian kewajibannys

sebugni yang herhutang, bils yang berhutang dimyatakun pailit atan Karena
apapun hilang Kekuasaan wtas hartanya, bile harte yong berhutimg disita
aleh orang lain, bily yung berhutang meninggal dunia, pula bita keadaan
kokaywamnya nundur sedemikinn, hingga yang berhuting mesurut per-
timbangan  yiung  ber-piutong tah skan daput membuyar hotingnya agi;

puna menambab jaminan dan toegangan atas pembayarin kembal wang
pokok. wg bunga din swetala Draya-binya yang diperlukan seperti lerter
dalam akta ing, yang berbutang demam ini memberikan HIPOTIRK Ll
kepada yang berpittang Winggt sejumlaht R, oo Goennereesresnnnenns

N

sehitang famsth itk v NUL e, teretak

Prapinsi S T A ...........

Kabupaten W v AT 4, VORI

Kevamuatan Iy
dinraikan dalam suril-ukur ] s ... NOL i
uas tnah A AT T ... ... ettt et sbatentesneenr e B

berukuran  pajang Kurangle B © s ot e see s seseseeeens ) IR )
lehar korang-lebih T oy Y veevrenesneneenens ) INCTET T
persil nomor Daltar vy KONIE DOMOC civniiy, BICK o eecieevr e verteesne s a1
dan berbatisan di sebelzh e
Utara W o L
Timir et eeessastssmnemeaentenes .
Selutun D reereeneremssmsrensresntrseeremseses )
Barat L e 3

BT N L

Selanjirinya ‘penglindap tersebut pada snb H, dalam jubatannya tersebut
menerima hipolk teescbut atas mana yang Lossiotang.

LTSN T ek Dbk i
Pas penghadap menesangkan poly, bthae okl Fedoa otk dcwh disine
Jikan dan disetujuic ketentuan-keteniwan s2bugar verikut

Jiku pembayaran wing pokok ata teg-bung din angsuran-angsutan menurot

hetentis-hetentaan Vidak dipennhi sebuginmang mestinya, perieging grosse dari
Akt i diberi kekpasun yang tidak boleh dicabur hembali antuk menjuad (i
Indapan umom tmah yang telah di-ikatkan (i-hiputitkand ddam akta ini, can
setelh tenjual, diberikan kekoaswan untok meayerablan apa yang terjual i
dengin ok memindahkan kekoasaa it Kepada orany fin, aear dari pendapaton
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Penjabat Pembuat AKta Tamah,

Yung berpiutang, Yang berhutang,

Pura Suksi

!J

( Y e P T e L T L T T P R T ) ‘ L L LTI R PP RY YR IR} }

Keterangan

1. Yung tidak pertu dicoret,

). Diisi nama, umur, kewargsacgaraan, pekerjsan, tempat tinggal, jika o bersuami
) disebutkan juga keterangan diatas mengenai suaminyis,

3). Hunya diisi bila tanshnya belum divraikan dulam suatu surat-ukar,

4). Diisi nama, wmur, kewarganegarian, pekerjuan, empat tinggal pasi soksi.
3). Diisi wilayah Kerju Pejubat Pembuuat Akta Tunzh,

Catatanr ¢

A'&.u-}inpulsk masih tunduk pada ketentuan-ketentean dalam Kitab Ungong
Uncang Mk Pestdate Nara

tdin Overschrijving ordonantic sthl, S0 X7 234
Bas intuk: mempe

f keSuatan cksekosi maka “Kepala™ adtx ing dwaet mooan

ATAS NAMA KECARA REPUBLIK INDONUSIA,
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Yang bertanda tangan dibawvah ini keri :

I.llama + IASINAN,
Aanat : Xetintang I/29 Surabaya,
selanjutmyra disebut pikal ke,I.
II.0anma t A,
Alomat t Yotintang 1/29 Surabaya,

salanjutnva disebut pihak Le,II, -

Dengon ini l:ami pihel: ke.I menerangkan didepan pihalc le,IT dan pare saksi2,
behvia keml memfurai sebuah rumah terbuat dari batu (Topengan) dan atep genting
dengan uluran 4 x 12 meter., Dan berulran tangh masing? lebar nulm €,5 meter dan
bolakang 6,5 meter; panjang samping liri 19 meter kanan 20 mster, terletsk di jalen

- Ketintang 1/29, linglungan Vonokromo Liota Hadye Surabaya dengan batas2nya sebelah

Utara : pekarangannya Sdr, DJALIL.

Timur : pelarangennya Sdr, NASIMAM (pihal: ke, I}.
Selaten : pekerengannya Sdr, MU'ALL.

Bgrat ! pekarangamnya Sdr, aLll,

Rumeh tsb, diatas ini telsh keni Juel kepada pihalk le.II terjadi dengan horge
sebesar Rp. 61,000, (Enam Puluh Satu Ribu Rupish), uang nana oleh pihek Ye.l teleh
di terima pemth dari pihaic ke, II dan untuk tenda penerimaan surat ini menjadi lardtansi

O p

v Selanjutmya kami lredus belah pihel: mengadaken perjenjien sebagai berilut :

(1), Teriitwng rmlad hari ini, balwaspa yang telah dijual dengan suret ini felah
menjadi hak milik pibak ke.II den segala resiko dan bigye fentang hal itu telat
nenjadi. tangmungan pihek kel II,

(2), Pihak ke.l menanggung kepada pihel ke,IT, bahva apa yang teleh dijual denjan
surat ini, tidek digadailean atau dipertangsunglian dengen cecera apapun juga

_ kepada orang lain atsu pihalk;
(%), ! Pihak le.I menanggung kepada pilak ¥e,II, bahwa ia adalah sctu2nya yang borhal
- ptas itu dan tidak tersanglait wurusan ahli waris lagi.

(4), Pihak %e,IT menerima apa yang telah dibelinya dengan surat ini menurut keadaan
poda wektu selrzrang dan menyetujul ape? yeng tercantum &idnlam surat jual beli
ini dan tidak sken mengpangeu gugat wntuk itu dilepudian hari.

Pada ekhirnya balwa apa yang telzh dijual beli dengan surat ind teleh terjedi
dengan sych don surat ini depat dipergunekan dimena perlu.- _

/

Surabaya, tongeal 5 April 1970.~

Tami yang wenjunl,
Pihak %e.l,

% 1
( LasTRY ).-
;
HECELANVL, :
etinteng,

I <>

( ¢ < /f/u:{—e;?_f{.( )-

AL yang menbeld
ihalf. ke II,

RT. 1

';f{untaug,' 2
A fld%se "

,?'MA-.- )=

BUDHIVAJA
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SURAT PLRJANJTAN JUAL-BILI
TILNAH PiJ(JLRM\lGAN

DI ~DEsA NGINDENI ANGKUNGAN KEC, SUKOLILQ
KOTAMADYA DATI 11 SURABAYA

YANG BLRTMIDA TAnGAN ILBAWAH INI 2

J. N a n a KAIATUN

36- Ta.hun

U o u r
Peni

Nginden Gg.II/12L Surabaye

" DAL AM SURAT PERJANJTAN I1I I SEBUT
PLHAK KE I ( PENJUAL ).
Drs.awmmm ’

57 Tabun

Perun Perhutani Surabaya

oo -

Pekerjaan

o8 -

A1l a n a

[ 1]

IT. N a . a

*p

um.ur

. -

Pekerjaan

J1.Manyar Kartika I/46 Surabaya

' DAL!U!« PLRJANJIAN II‘TI MSEBUT PIHAK
ke..II ( PuiBELT ) | ]

- . - ~

" -

Ale mat

Dengan ini menerangkan dengan sesungenhnya daﬁ digaksikan
oleh Pamong Desa Ngindenjangkunga n Kecamatan Sukolilo Kotama
dya Dati II Sura baya. Pada Hari Jum'at tgl. 6 Juli - 1979 Pi
hak ke. I ( Penjual ) menjua 1 tanah Yasan yang terletak Ngz.n
den Gg.lI/leL Desa Haﬂndenaam;kungm Surabays, dengan ukuran-
Panje ng 19,30 I~ Lebar 8 K- . Petok D L0.334 Persil 17 4 II.

DENGA N BATAS-BnT}\SIHA. '

Sebela h Timur  : Tanah pilik Sdr.BACH( AR
Sebela h Ba rat i Tapah ﬁilik ST oML DI AN
Sebela b Utaba  : Tansh milik Sdr. mmm
Sebeleh Selatan i J1.Nginden G¢ JL
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Tengh tersebut dijual dengan harga Rpe 14800.000 ( Satu~-
Juta Delapan Ratus Rupiah ) dengan dibayar lunas dan abli Wa
ris Piha k I ( Penjuel. ) tidak boleh mengganggu gugat lagi.
Dan Surat Perjanjian ini juga dianggap sebagei Kvitansingae

Demikian Surat Perjanjian ini jugaA kami buayv dengan rasa

kesa da dan yang berwajib menjadikan periksa adanya.

Piba k Kp?{ #L ( Fenbeld ) Pihak ke I { Penjual ) -

- ~ .

(_ KAYATON )

.-

Surabaya, 6 Juli = 1979

Seksl Pamong
b A DEg GRN DENT ANGKUNGAN

2e éﬁl&m

1. Kiyar
2. Mu.nasri
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$|Pads nari ini kemis tzngoel 4 Meronhexr 17RT telal manshalsn Lennd-
kezi, ¥epela Disa Simonalys, Yecamnian Tendez,¥otancdye Surloge,

SADIRAY.
Alerat ¢ Sirerejs GguX1/22 Sursbeya.

3
da n selaniutnya disebut oihgi kesztu /poniual.
J Vi pe . J

1,Nama

e

2,em s INEYHINGUR

Alam

n
--

) s R TR e
: Senyu Mrip Metan V.20 Surcheya.
A}

dan selenjutnya disedut pilal keduw/pambeli,

Pada kexi ind fanggel 4sb. diadiz, pihaX Lscedufoingacl dalall tee oo
falat antux menjual fovedh hek wililmye gany Yerals ook Zooo e 2L

A - A - Taa fal

4
1077 yong terdntelt idacwry

kedue /pembeli menurut peiok D Yo,
-3innrejo Gg.X1, :
(Daa yuluh) meter.

(senuluh ) retan,

Dengas ukuran Sbb:
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PERANAN CAMAT SELAKU ... ICVARA AMITABA BUDHIVAJA
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